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ABSTRAK 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Norma Subjektif dan 

Pengawasan terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) di 

Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan data primer, yakni kuisioner yang 

dikumpulkan dari petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBBP2) yang aktif dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa 

di Kabupaten Situbondo berjumlah 84 responden. Jumlah sampel sebanyak 84 

petugas pemungut PBBP2 di Kabupaten Situbondo terpilih dengan mengguna-kan 

metode Simple Random Sampling. Metode analisis data yang digunakan, yaitu 

Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Norma 

Subjektif terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan 

pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik 

Norma Subjektif pun akan meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan. Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh Pengawasan terhadap 

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baik Pengawasan akan 

meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

 

Kata Kunci: Norma Subjektif, Pengawasan, Kualitas Pajak Bumi dan Bangunan 
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RINGKASAN 

 

 

 

Capaian realisasi penerimaan PBBP2 di Kabupaten Situbondo tahun 2019 – 

2022 berada diatas 100 persen, namun tahun 2023 tingkat pencapaian penerimaan ini 

mengalami penurunan menjadi 83,80 persen atau di bawah 100 persen. Keadaan ini 

menunjukkan sebuah persoalan yang menyebabkan realisasi penerimaan pendapatan 

PBBP2 di tahun tersebut tidak mencapai 100 persen. Menurut Plt. Badan Pendapatan 

Daerah Situbondo, Edy Wiyono (2023) ketidaktercapaian ini disebabkan oleh faktor 

ekonomi Wajib Pajak itu sendiri. Penyebab lain, Inspektorat (2023) mengungkapkan, 

“target PBBP2 tidak dapat 100 persen terealisasikan dikarenakan petugas pemungut 

pajak (perangkat desa) tidak menyetorkan kembali uang pajak yang sudah dipungut 

dari Wajib Pajak ke daerah”. Pernyataan tersebut didapatkan dari hasil pengamatan 

secara langsung di lapangan. Pada kegiatan monitoring tersebut disimpulkan adanya 

indikasi penyalahgunaan pajak PBBP2 oleh oknum petugas pemungut pajak untuk 

berbagai alasan, seperti keuntungan pribadi, tekanan lingkungan kerja atau bahkan 

ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang dirasakan oleh oknum terhadap pimpinan 

di tempat kerja. Fraud level bawah (pegawai) lumrah terjadi dan dapat menimbulkan  

kerugian yang sangat besar baik secara finansial maupun non – finansial. Association 

of Certified Fraud Examiners atau ACFE (2019) menyebutkan fraud yang dilakukan 

oleh karyawan persentasenya menyentuh angka 38%. Hal ini logis terjadi disebabkan 

karyawan merupakan jabatan terendah dalam struktur organisasi yang benar –benar 

rentan memperoleh tekanan pribadi maupun dari organisasi yang dapat mengganggu 

psikologis individu tersebut serta berimplikasi terhadap perilaku (niat) dari seseorang 

melakukan fraud bila terdapat peluang (Herman dan Ramadhea, 2021). Pengawasan 

efektif seharusnya memberikan tindakan korektif nyata supaya kualitas pengelolaan 

membaik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih men-

detail guna mengetahui pengaruh norma subjektif serta pengawasan terhadap kualitas 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Situbondo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan tergolong dalam 
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penelitian policy research. Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu data 

primer (kuesioner yang disebarkan secara online, melalui google form ke responden) 

dan data sekunder (jurnal, buku, maupun artikel internet yang berterkait dengan per-

masalahan yang akan diteliti). Teknik analisis data yang dipergunakan adalah regresi 

linier berganda dibantu dengan aplikasi Statistical Program for Social Science atau 

SPSS (version 22). Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Norma Subjektif 

berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 (Uji t) dengan nilai signifikansi-

nya sebesar 0,001. Variabel lainnya yaitu Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas 

Pengelolaan PBBP2 (Uji t) dengan nilai signifikansinya senilai 0,000. Oleh sebab itu, 

hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini diterima. Kesimpulan dari penelitian ini, 

adalah Norma Subjektif dan Pengawasan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

di Kabupaten Situbondo.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era ini akuntansi sektor publik terus berkembang utamanya dalam pe-

laksanaan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan, dimana pemerintah daerah 

didorong bersaing secara sehat dalam meningkatkan Pembiayaan Asli Daerah agar 

pemerintah daerah bersangkutan dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan 

daerahnya sendiri dengan mencermati prinsip daerah otonom berlaku. Pemerintah 

daerah saat ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menggali potensi sumber – 

sumber pembiayaan yang potensial dan ketika diperoleh pun harus dikelola secara 

tertib, taat pada perundang – undangan, efektif, efisien serta ekonomis, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan mencermati asas keadilan, kepatutan, manfaat bagi 

masyarakat (Agustin dan Dwiningwarni, 2023). 

Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan biaya cukup besar, namun 

hal ini sebanding dengan dampak positif yang ditimbulkan. Implementasi otonomi 

daerah perlu didukung, meski pembiayaan yang dibutuhkan sangat besar. Namun, 

hingga sekarang sumber pembiayaan asli dari daerah belum bisa diandalkan. Oleh 

karenanya, pemerintah daerah perlu berupaya menggali peluang sumber – sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial. PAD merupakan bekal keberhasilan 

dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sekaligus mencerminkan kapabilitas  

daerah sepanjang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan (Hafizrianda et al., 

2019). Salah satu instrumen pendapatan yang berperan besar terhadap kesuksesan 

pembangunan daerah ialah penerimaan di sektor pajak, oleh karena itu Pemerintah 

daerah perlu meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah yang sudah di-

amanatkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022. 

Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan sekian daerah dengan tingkat 

kemandirian fiskal rendah di Provinsi Jawa Timur yang telah berusaha mengamal-

kan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan berkomitmen untuk melakukan percepatan 

pembangunan melalui pendayagunaan seluruh potensi sumber daya non - manusia 
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maupun sumber daya manusia yang tersedia. Salah satu bentuk usaha yang dilaku-

kan pemerintah daerah yaitu menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-

cara berkala dan meninjau efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini dibuktikan dengan realisasi target pendapatan daerah di sektor pajak dalam 

beberapa tahun kebelakang yang sudah sangat optimal bahkan melebihi dari target 

realisasi yang ditetapkan, meskipun pada akhirnya mengalami penurunan di tahun 

2023. Lebih jelas, data tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 yang sudah dihimpun 

dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Situbondo Periode 2019 – 

2022, dibawah ini: 

 

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2022 

Tahun Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) %  

2019 43.479.545.300,53 53.364.172.516,00 122,73 

2020 35.299.531.977,00 42.657.767.499,00 120,85 

2021 42.540.349.415,00 45.896.491.659,00 107,89 

2022 55.681.740.297,00 57.647.054.732,00 103,53 

2023 66.991.996.583,00 59.963.461.725,00 89,51 
Sumber: Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2019 – 2023 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa capaian realisasi PAD di 

Kabupaten Situbondo selama tahun 2019 – 2022, selalu berada di atas 100 persen. 

Meskipun pada tahun 2023 capaian realisasinya turun menjadi 89,5 persen, namun 

jika dilihat dari segi nilai, jumlah realisasi setiap tahun terus mengalami kenaikan. 

Salah satu penyebab tidak tercapainya target di tahun 2023, yakni kurang optimal-

nya penerimaan pendapatan di sektor pajak salah satunya PBBP2 atau Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).  

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah yang memiliki peranan penting, 

yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Pajak daerah 

ini dikenakan atas kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan bumi dan/atau bangunan 

(Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009). PBBP2 memegang keterlibatan besar 

nomor tiga didalam struktur PAD Kabupaten Situbondo. Berikut, capaian realisasi 

target PBBP2 yang bisa dilihat dalam Tabel 1.2 bersumber dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Kabupaten Situbondo Periode 2019 – 2023, pada tabel berikut:  
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Tabel 2. Realisasi PBBP2 Tahun 2019 - 2023 

Tahun Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) % 

2019 4.500.000.000,00 5.027.891.886,00 111,73 

2020 4.500.000.000,00 4.982.877.715,00 110,73 

2021 5.000.000.000,00 5.885.657.785,00 101,77 

2022 6.000.000.000,00 6.664.116.699,00 111,07 

2023 10.000.000.000,00 8.379.778.995,00 83,80 
Sumber: Pemerintah Kabupaten Situbondo, 2019 – 2023 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui jika capaian realisasi penerimaan PBBP2 

di Kabupaten Situbondo tahun 2019 – 2022 selalu berada di atas 100 persen. Pada 

tahun 2023, tingkat pencapaian penerimaan mengalami penurunan menjadi 83,80 

persen atau di bawah 100 persen. Keadaan ini menunjukkan adanya permasalahan 

yang menyebabkan mengapa realisasi penerimaan pendapatan PBBP2 tahun 2023, 

tidak tercapai 100 persen. Menurut Plt. Badan Pendapatan Daerah Situbondo, Edy 

Wiyono (2023) ketidaktercapaian ini disebabkan oleh faktor ekonomi Wajib Pajak 

itu sendiri. Sedangkan, penyebab lain Inspektorat (2023) mengungkapkan, “target 

PBBP2 tidak dapat 100 persen terealisasikan dikarenakan petugas pemungut pajak 

(perangkat desa) tidak menyetorkan kembali uang pajak yang sudah dipungut dari 

Wajib Pajak ke daerah”. Pernyataan tersebut didapatkan dari hasil pengamatan se-

cara langsung di lapangan. Pada kegiatan monitoring tersebut disimpulkan adanya 

indikasi penyalahgunaan pajak PBBP2 oleh oknum petugas pemungut pajak untuk 

berbagai alasan, seperti keuntungan pribadi, tekanan lingkungan kerja atau bahkan 

ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang dirasakan oknum terhadap pimpinan di 

tempat kerja. Fraud level bawah (pegawai) lumrah terjadi dan dapat menimbulkan 

kerugian yang sangat besar baik secara finansial atau non-finansial. Association of 

Certified Fraud Examiners atau ACFE (2019) menyebutkan fraud yang dilakukan 

oleh karyawan persentasenya menyentuh angka 38%. Hal ini logis terjadi disebab-

kan karyawan merupakan jabatan terendah dalam struktur organisasi yang benar – 

benar rentan memperoleh tekanan pribadi maupun dari organisasi, yang kemudian 

bisa mengganggu psikologis individu tersebut serta berimplikasi terhadap perilaku 

(niat) individu melakukan fraud bila ada peluang (Herman dan Ramadhea, 2021).  
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Persoalan yang ada di Kabupaten Situbondo mengindikasikan jika kualitas 

pengelolaan PBBP2 belum dapat disebut berkualitas, dikarenakan pemungut pajak 

ketika penugasan dipengaruhi tekanan pribadi yang memiliki sifat buruk. Hal ini, 

merujuk pada Riswati (2022), pengelolaan yang berkualitas tercipta dari tindakan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik saat melaksanakan tugas. Pada akhirnya, 

fraud yang dilakukan oleh individu dikembalikan pada sifat masing-masing untuk 

mendorong niat mereka menjalankan suatu perilaku ketika ada kesempatan. 

Perilaku oknum petugas pemungut pajak yang terindikasi menyalahgunaan 

dana PBBP2 mungkin terjadi bukan karena intensi sendiri, melainkan ada tekanan 

sosial dari lingkungan sekitar yang mempengaruhinya agar berperilaku seperti itu. 

Theory Planned of Behavior atau TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), ini 

menjelaskan tindakan seorang selalu bersumber dari tekanan yang bisa timbul dari 

harapan orang lain terhadap dirinya (subjective norm). Adapun harapan orang lain 

yang umumnya bersumber dari lingkungan sekitar seperti keluarga, atasan, teman, 

rekan kerja, serta lain sebagainya memang memiliki pengaruh yang besar terhadap 

perilaku individu. Rokhayati dkk. (2022) pengelolaan yang baik, timbul akibat ke-

ikutsertaan yang positif dari kolega. Berarti, teman bisa mendorong motivasi yang 

melahirkan tindakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku se-

seorang, dimana ini juga berpengaruh kepada kualitas pengelolaan (Baskara et al., 

2022). Dalam konteks ini, pemungut pajak didorong oleh norma subjektifnya agar 

melakukan fraud, yang akhirnya semakin memperburuk citra pengelolaan PBBP2, 

sehingga diperlukan tindakan korektif guna membereskan permasalahan ini, yakni 

melalui penerapan fungsi pengawasan secara aktif.  

Fungsi Pengawasan merupakan tanggungjawab Inspektorat Daerah sebagai 

pengawas intern pemerintah. Pengawasan yang efektif dilaksanakan melalui audit/ 

pemeriksaan yang tersusun didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 

Berdasarkan keterangan dari Narasumber (2024), pemeriksaan/audit yang berkait-

an dengan pajak tidak diselenggarakan rutin, melainkan tertentu sesuai permintaan 

melalui monitoring, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan 

ini menghasilkan output laporan kegiatan biasa tanpa rekomendasi perbaikan pada 

pemerintah daerah. Pengawasan efektif seharusnya memberikan tindakan korektif 
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supaya kualitas pengelolaan membaik. Auditor Asep (2024) mengungkapkan jika, 

“pengawasan yang peruntukannya fokus ke pajak daerah belum terlaksana disini”. 

Padahal, fungsi pengawasan berpengaruh positif atas kualitas pengelolaan (Riyan, 

2019). Farina dkk. (2023) pun pengawasan bukan hanya berpengaruh positif, akan 

tetapi juga signifikan terhadap kualitas pengelolaan. 

Pada implementasinya, pengelolaan pajak daerah membutuhkan sinergitas 

antara sumber daya manusia pelaksana dan fungsi pengawasan, yang dilaksanakan 

dengan sebaik – baiknya untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas semata – 

mata demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian 

guna mengetahui bahwa subjective norm dan pengawasan berpengaruh terhadap 

kualitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan 

ini, peneliti tertarik melaksanakan penelitian terkait pengelolaan PBBP2 dengan 

mengambil judul, “Pengaruh Norma Subjektif dan Pengawasan Terhadap 

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

di Kabupaten Situbondo”.   

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka dengan 

ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut: 

1. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo? 

2. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo? 

 

 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih 

mendalam guna mengetahui, sebagai berikut: 
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1) Pengaruh norma subjektif terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo; 

2) Pengaruh pengawasan terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo. 

 

 

 

1.4 Manfaat 

Besar harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan 

bermanfaat, khususnya dalam bidang keilmuan Akuntansi Pemerintahan. Adapun, 

manfaat yang diharapkan, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis (Bagi Ilmu Pengetahuan) 

Besar harapan penelitian ini menjadi bacaan yang menarik serta informatif 

terkait ilmu akuntansi perpajakan, khususnya berkaitan dengan PBBP2, subjective 

norm dan pengawasan. Penelitian ini besar harapan bisa dijadikan dasar pemikiran 

baru ataupun refrensi bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik mengambil topik 

serupa. 

 

 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah selaku institusi pemungut pajak daerah, dapat 

dijadikan bukti, bahan evaluasi, dan poin of view yang beda untuk mengambil 

langkah perbaikan pengelolaan PBBP2 di Kabupaten Situbondo kedepannya; 

2. Bagi pemerintah Kabupaten Situbondo, dapat menjadi gambaran nyata terkait 

situasi pengelolaan pajak daerah terkini, sebagai masukan dalam pengambilan 

kebijakan terkait dengan pengelolaan PBBP2 di Kabupaten Situbondo; 

3. Bagi masyarakat, riset ini bisa dianggap sebagai alat ungkap transparansi oleh 

pemerintah daerah, sekaligus media pengawasan demi meningkatkan kualitas 

pengelolaan PBBP2 ke arah lebih baik di masa mendatang. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior, dimana teori ini 

menjelaskan tentang tindakan atau perilaku individu yang mana dipengaruhi oleh 

niat sendiri ataupun pandangan sekitarnya, namun tetap kontrol untuk melakukan 

maupun tidak melakukan suatu tindakan tertentu bergantung pada dirinya sendiri. 

Teori ini mempunyai tingkat prediksi tinggi, sehingga sering digunakan dalam pe-

nelitian yang berkaitan dengan keperilakuan individu. Banyak kasus pelanggaran 

dalam pengelolaan pajak disebabkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab sese-

orang yang didorong keinginan pribadi maupun desakan orang terdekatnya. Oleh 

karena itu, untuk memperbaiki dan kemudian menjaga kualitas pengelolaan pajak, 

maka diperlukan upaya perbaikan dari fiskus dan Wajib Pajak, melalui penerapan 

sistem penilaian mandiri yang lebih baik dengan memahami kebijakan–kebijakan, 

serta menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan. 

 

 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour) 

Teori Perilaku Terencana (TPB) merupakan teori yang menjelaskan bahwa 

faktor sikap, norma subjektif, serta perceived behavioral control secara bersama-

sama mempengaruhi niat dan perilaku seorang individu. Teori ini, dikembangkan 

Ajzen (1991) untuk melengkapi Theory of Reasoned Action (TRA) yang dicetus-

kan Sheppard et al. (1988) yang menyebutkan niat berperilaku individu ditentukan 

oleh attitude dan subjective norm. Selanjutnya, Ajzen memasukkan satu poin lain- 

nya, yaitu perceived behavioral control. Arti Kontrol perilaku yang dipersepsikan, 

yaitu individu memiliki keyakinan jika mereka mampu mengkontrol dirinya disaat  

mereka hendak melakukan perilaku (Meliana, 2022). 

Teori perilaku terencana menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi 

seseorang berperilaku, yakni sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. 

Sikap merupakan cara seseorang menilai sebuah perilaku, apakah menguntungkan 
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ataupun tidak menguntungkan. Kedua, norma subjektif yang merujuk ke dorongan 

sosial atau social pressure dari lingkungan sekitar dalam mengambil sikap. Ketiga 

ialah persepsi kontrol perilaku, dimana ini berkaitan dengan ekspektasi yang stabil 

tentang suatu perilaku atau kepercayaan terhadap kemampuan individu dalam me-

laksanakan suatu perilaku. 

Theory of Planned Behaviour (TPB) yakni suatu teori yang berfokus mem-

bahas perilaku individu dengan tingkat kekuatan prediktif yang sangat tinggi. Jika, 

teori ini kemudian dihubungkan dengan pengelolaan pajak daerah di masa saat ini, 

maka subjective norm memiliki hubungan paling erat. Jika pengelolaan pajak baik 

maka penilaian masyarakat (lingkungan sekitar) bagus, sehingga Wajib Pajak ber-

sedia (termotivasi) membayar pajak. Tingkat kepatuhan yang meningkat membuat 

masyarakat memandang pengelolaan pajak sudah berkualitas. 

 

 

 

2.1.2 Pengawasan 

Siagian (2005) pengawasan adalah proses observasi terhadap pelaksanaan 

seluruh kegiatan, guna menjamin pekerjaan yang sekarang digarap berjalan sesuai 

perencanaan. Pengertian ini menunjukkan hubungan erat pengawasan dengan pen-

capaian tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan Yahya (2006) yang mengartikan 

pengawasan sebagai proses penjaminan tujuan-tujuan yang ditetapkan organisasi 

dapat terwujud. Selain menjamin tujuan dapat tercapai, pengawasan bisa diartikan 

untuk memperbaiki kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien, serta mendukung 

visi juga misi organisasi (Sondole dkk., 2015). Pengawasan dapat mempengaruhi 

tindakan – tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meng-

hindari kewajiban perpajakannya supaya hal tersebut tidak terjadi. Dengan adanya 

pengawasan atau kendali yang ketat terhadap proses pengelolaan pajak, maka ke-

patuhan Wajib Pajak akan meningkat yang keseluruhan akan dapat meningkatkan 

kualitas dari pengelolaan pajak itu sendiri. 

Beragam persoalan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan perpajakan, 

biasanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum Wajib Pajak di Indonesia. 

Sistem pemungutan pajak yang dijalankan sekarang tidak disertai dengan kesadar-
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an hukum yang baik oleh Wajib Pajak, sehingga banyak dari mereka mencari-cari 

peluang melalui lemahnya pengawasan dan aturan yang berlaku (Rizqi, 2018). Ini 

menujukkan betapa lemahnya bentuk pengawasan dan pemberlakuan punishment 

didalam ketentuan perpajakan. 

Fungsi pemeriksaan atau pengawasan didalam pelaksanaan tata kelola per-

pajakan sangat dibutuhkan. Pada prinsipnya, fungsi pengawasan bertujuan untuk 

memberikan keyakinan bahwa sistem self assessment system diselenggarakan baik 

guna meminimalisir segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan negara. 

Rusnan et al. (2020) menyebutkan jika kunci kesuksesan sistem penilaian mandiri 

terletak pada pengawasan dan penerapan punishment sebagaimana diatur didalam 

Undang – Undang Perpajakan. Bersama dengan fungsi pengawasan, maka niscaya 

permasalahan mengenai pengelolaan pajak nantinya mudah diprediksi dan diatasi, 

serta kualitasnya semakin membaik. 

 

 

 

2.1.3 Norma Subjektif 

Norma adalah suatu standar hidup yang dipelihara oleh masyarakat tentang 

suatu perilaku yang baik ataupun tidak baik dilakukan, ketika ber-hubungan sosial 

dengan orang lain. Sedangkan, Subjektif ialah sesuatu hal yang didasari perasaan 

pribadi bukan fakta. Dengan demikian, Subjective norm merupakan suatu perilaku 

yang dilakukan individu, berdasarkan pandangan pribadi dengan mempertimbang-

kan pandangan atau penilaian dari lingkungannya, seperti keluarga, teman ataupun 

atasan (Karmanata dan Setiawan, 2019). 

Azjen (1988) norma subjektif ialah pandangan seseorang tentang tekanan 

sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Jogiyanto (2007) 

memandang norma subjektif sebagai sebuah pandangan individu untuk melakukan 

atau tidak melakukan tindakan yang sedang dipertimbangkan dengan mengacu ke- 

pada kepercayaan individu lain. Biasanya, individu bersangkutan akan melihat se-

jauh mana individu lain yang relevan, mendukung atau tidak mendukung tindakan 

tersebut. Pengukuran subjective norms menggunakan kerangka penilaian-harapan 

(valuation expectancy framework). Dasar untuk penilaian-harapan terdiri dari dua 
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komponen, yakni kekuatan dari kepercayaan normatif (normative belief strength) 

dan motivasi untuk mematuhi kepercayaan normatif (motivation to comply). 

 

 

 

2.1.4 Self-Assessment System 

Sistem penilaian mandiri atau disebut dengan Self Assessment System ialah 

sistem pemungutan pajak modern yang menyerahkan kepercayaan sepenuhnya ke 

tangan Wajib Pajak untuk menghitung, menetapkan besaran pajak terutang, mem-

bayar serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya ke administrasi perpajakan se-

bagaimana peraturan perundang–undangan. Dengan adanya sistem self assessment 

maka tanggung jawab fiksus bergeser kepada Wajib Pajak. Kini, administrasi per-

pajakan hanya berfungsi membina, melayani, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, 

dan menjalankan reward and punishment bagi Wajib Pajak yang menyalahi aturan 

perpajakan (Rusnan et al., 2020). 

Self assessment system adalah penanda keseriusan pemerintah Indonesia di 

bidang perpajakan yakni untuk mewujudkan sistem pemungutan pajak yang lebih 

berkeadilan, pelayanan pajak yang lebih baik, mengantisipasi perubahan material 

di bidang perpajakan dan kemajuan teknologi informasi, meningkatkan kapasitas 

aparatur pajak, melakukan keterbukaan administrasi perpajakan, dan memperbaiki 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Rizqi, 2018). Meskipun sistem pungutan pajak ini 

mempunyai banyak dampak positif, namun dalam pelaksanaannya self assessment 

memiliki segudang persoalan terkait pelanggaran ketentuan yang berlaku. Apabila 

kejadian tersebut terus dibiarkan, maka tindak pidana kejahatan perpajakan akan 

tumbuh subur di Indonesia. Implikasinya, spekulasi masyarakat tentang kualitas 

pengelolaan perpajakan yang konteksnya negatif semakin berkembang pesat. 

 

 

 

2.1.5 Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah 

Fungsi pajak daerah bagi pembiayaan pembangunan daerah amat penting, 

maka tidak heran jika pengelolaan pajak daerah cenderung mendapatkan perhatian 

masyarakat lebih besar dibandingkan sektor tata kelola pemerintahan lainnya. Saat 
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ini, tolak ukur keberhasilan pengelolaan pajak daerah ialah aspek transparansi dan 

partisipasi publik. Apabila kedua aspek tersebut diabaikan, banyak kemungkinan 

negatif yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti rendahnya penerimaan 

pendapatan asli daerah, menurunnya kepercayaan masyarakat yang menyebabkan 

buruknya reputasi pemerintah. Sehingga, pengelolaan pajak daerah yang memiliki 

kualitas tinggi dalam pelaksanaannya adalah sebuah keharusan di jaman reformasi 

perpajakan ini. 

2.1.5.1 Kualitas 

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, maupun lingkungan agar dapat mencapai harapan yang diingin-

kan (Goetsch dan Davis, 2014). Harapan ini merupakan milik penerima manfaat, 

konsumen, ataupun pelanggan. Ini didukung oleh pernyataan Scherkenbach dalam 

Ariani (2021) yang mengatakan kualitas sangat bergantung pada pelanggan selaku 

individu yang berharap dapat dipenuhi kebutuhannya dengan produk ataupun jasa 

yang dihasilkan organisasi. Kualitas tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan 

dan reputasi di mata masyarakat, namun menjaga kualitas juga akan memberikan 

motivasi perbaikan kinerja organisasi (Ishikawa dalam Harsoyo, 2021). Tidak ada 

defisini pasti terkait kualitas, tetapi persamaannya yaitu kualitas ialah suatu proses 

mengupayakan memberikan produk yang terbaik sesuai harapan konsumen, agar 

mereka dapat memperoleh kepuasan yang optimal.  

Kualitas penting bagi setiap organisasi, baik profit oriented atau non–profit 

oriented. Pemerintah merupakan organisasi non–profit oriented yang bertanggung 

jawab memberikan layanan publik yang setara dan merata kepada seluruh lapisan 

masyarakat. Pelayanan publik berjalan dengan didukung salah satunya oleh pajak, 

oleh sebab itu pengelolaan pajak harus berkualitas. Pengelolaan pajak daerah yang 

baik, mampu menjaga efisiensi perekonomian daerah dan memelihara pertumbuh-

an daerah secara konstan. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas nantinya 

akan menimbulkan multiplier effect, terutama dalam menyelesaikan permasalahan 

terkait keuangan yang selama ini susah dituntaskan (Aji dan Vinandha, 2021). 

Kualitas harus diukur secara berkala dan continue untuk memberikan ke-

yakinan bahwa produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai harapan konsumen. 
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Tjiptono dan Chandra dalam Kurniasari dan Sugiyanto (2020) menyebutkan ada 5 

(lima) dimensi kualitas antara lain tangibles, realibility, responsiveness, empathy, 

dan assurance. Sedangkan, Hardiansyah (2018) memberikan kriteria lainnya yang 

dapat digunakan dalam menentukan apakah pelayanan publik terbilang baik atau 

buruk melalui indikator – indikator pengukuran, sebagai berikut: 

1) Kejelasan, kepastian kesederhanaan mengenai standar operasional prosedur, 

persyaratan, unit kerja ataupun petugas yang berwenang, rincian biaya, serta 

jadwal penyelesaian pelayanan; 

2) Keamanan, bahwa segala proses sampai pada hasil pelayanan mampu mem-

berikan rasa aman, nyaman, dan terjamin kepastian hukumnya; 

3) Transparan, bahwa seluruh proses pelayanan diinformasikan tanpa ada yang 

ditutupi, baik berdasarkan atas permintaan atau tidak agar mudah diketahui, 

diakses serta dipahami; 

4) Efisiensi, segala persyaratan pelayanan dibatasi hanya kepada hal – hal yang 

berkaitan langsung agar tidak ada pengulangan pemenuhan persyaratan. 

5) Ekonomi, biaya pelayanan yang dikenakan ditetapkan secara wajar, artinya 

nilai barang tersebut disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan tidak 

menyalahi ketentuan perundang-undangan; 

6) Adil dan merata, pelayanan dilaksanakan merata lagi adil bagi masyarakat; 

7) Tepat waktu, bahwa pelaksanaan pelayanan dimulai dan diselesaikan dalam 

periode yang ditentukan; dan 

8) Kriteria kuantitatif, meliputi jumlah permintaan pelayanan antara satu waktu 

ke waktu selanjutnya menujukkan peningkatan ataupun tidak, juga lamanya 

pelayanan sesuai dengan permintaan masyarakat bersangkutan. 

 

 

 

2.1.5.2 Pengelolaan Pajak Daerah 

Pengelolaan ialah istilah manajemen yang merujuk pada proses mengurus 

atau menangani suatu hal untuk menggapai tujuan yang diharapkan (Suawa et al., 

2021). Atau bisa diartikan, pengelolaan yakni suatu upaya menciptakan perubahan 

sehingga hal baru tersebut mengalami peningkatan nilai serta lebih cocok dengan 
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kebutuhan saat ini. Pengelolaan merujuk pada kesatuan proses mulai perencanaan, 

pengorganisasian, implementasi, serta pengawasan untuk mencapai tujuan dengan 

melibatkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki baik manusia ataupun 

lainnya. Artinya, pengelolaan adalah upaya mengaktualisasikan target yang dituju 

dengan melewati tahapan planning, organizing, actuanting, kemudian controlling. 

Ini sejalan dengan Teori manajemen yang dikemukakan Sukarna (2011), sehingga 

peneliti menggunakan teori ini supaya dapat menganalisis bagaimana pengelolaan 

pajak daerah diselenggarakan di Kabupaten Situbondo.  

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipaksakan berdasarkan Undang 

– Undang kepada orang/badan dengan tidak mendapatkan timbal balik langsung, 

yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah 

sepenuhnya urusan daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya otonomi daerah. 

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan jika peraturan daerah terkait 

pajak masih diwajibkan memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Pemerintah 

Pusat. Walaupun, campur tangan Pemerintah Pusat dalam setiap penyusunan serta 

aktualisasi peraturan pajak daerah tidak terhindarkan, tetapi dalam pengelolaan-

nya Pemerintah Daerah tidak boleh sembarangan. Justru, minimnya kewenangan 

daerah pada sektor perpajakan harus memotivasi pengelolaan keuangan yang lebih 

baik, sebab di era sekarang masyarakat semakin bebas berspekulasi buruk kepada 

pemerintah terkait tata kelola perpajakan di daerah (Suawa dkk., 2021). Selain itu, 

pengelolaan pajak daerah yang berkualitas juga akan berdampak kepada kenaikan 

pendapatan daerah naik dan pembangunan daerah maksimal (Siregar, 2021).  

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pengertian pengelolaan pajak daerah 

adalah proses penyelenggaraan planning, organizing, actuanting, serta controlling 

yang melibatkan pemanfaatan pendapatan dari sektor pajak di daerah dengan ber-

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas yang adil dan merata. 

Namun seiring perkembangan waktu, masyarakat mulai menuntut adanya keter-

bukaan dan transparansi di sektor pemerintahan yang didorong oleh berkembang-

nya berbagai isu, utamanya terkait pengelolaan keuangan negara maupun daerah. 

Beberapa permasalahan tata kelola ini umumnya seputar krisis kepercayaan publik 

terhadap petugas pengelola pajak daerah yang berdampak tingkat kesadaran dalam 
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menunaikan kewajiban pajak menurun, hal ini dapat diatasi apabila Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang mengelola pajak melakukan upgrading pemahaman tentang 

pengelolaan pajak yang baik (Bappenda Indragiri Hulu, 2015). Adapun, tujuan pe-

ngelolaan perpajakan adalah menjaga amanah yang diberikan oleh seluruh Wajib 

Pajak kepada negara untuk dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan negara, 

melalui pelayanan publik yang adil dan merata. 

Penilaian pengelolaan perpajakan daerah dapat dianalisis dengan kerangka 

kerja yang disebut Standar Indeks Kinerja Administrasi Pajak Daerah atau SIKAP 

oleh Kementerian Keuangan (2021). Standar ini menjelaskan 9 (sembilan) elemen 

yang dibagi kedalam 3 (tiga) perspektif penilaian, sebagai berikut: 

1. Penerimaan, terdiri dari parameter perencanaan dan realisasi; 

2. Operasional, meliputi parameter data, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, 

penagihan, serta pelayanan; dan 

3. Tata Kelola, parameternya yaitu teknologi informasi, sumber daya manusia 

dan organisasi, serta terakhir kepatuhan internal & transparansi. 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan kajian lampau dari hasil penelitian, yang 

dijadikan pembanding bagi suatu penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. 

Beberapa penelitian yang dijadikan pedoman, menjadi sumber inspirasi baru bagi 

peneliti selanjutnya guna mendapatkan orisinalitas dan pembaruan dari penelitian. 

Adapun, penelitian yang peneliti sudah rangkum untuk dijadikan rujukan didalam 

penelitian, sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Desain Penelitian Hasil Penelitian 

1. 
Karimah 

(2018) 

Pengaruh 

Akuntabilitas, 

Transparansi, dan 

Pengawasan 

Terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Variabel 

Dependen: 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

 

 

Variabel 

Akuntabilitas, 

Transparansi, dan 

Pengawasan 

berpengaruh positif 

terhadap Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
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No Peneliti Judul Penelitian Desain Penelitian Hasil Penelitian 

Independen: 

Akuntabilitas, 

Transparansi dan 

Pengawasan 

2. 
Riyan 

(2019) 

Pengaruh 

Akuntabilitas 

Keuangan, 

Transparansi dan 

Pengawasan 

Terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Pada Pemerintah 

Kota Bekasi 

Variabel 

Dependen: 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

 

Variabel 

Independen: 

Akuntabilitas 

Keuangan, 

Transparansi dan 

Pengawasan 

Akuntabilitas, 

Transparansi, dan 

Pengawasan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

3. 

Aprinthasari 

dan 

Widiyanto 

(2020) 

Pengaruh Literasi 

Keuangan dan 

Lingkungan 

Sosial Terhadap 

Perilaku 

Keuangan 

Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi 

Variabel 

Dependen: 

Perilaku Keuangan 

Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi 

 

Variabel 

Independen: 

Literasi Keuangan 

dan Lingkungan 

Sosial 

Literasi Keuangan dan 

Lingkungan Sosial 

berpengaruh positif dan 

secara simultan 

terhadap Perilaku 

Keuangan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi. 

4.  
Alfarizi dkk 

(2021) 

Pengaruh 

Akuntabilitas 

Keuangan, 

Transparansi, 

Pengawasan, dan 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Variabel 

Dependen: 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

 

Variabel 

Independen: 

Akuntabilitas 

Keuangan, 

Transparansi, 

Pengawasan, dan 

Penyajian Laporan 

Keuangan 

1. Akuntabilitas dan 

Penyajian Laporan 

Keuangan 

berpengaruh secara 

parsial terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Transparansi dan 

Pengawasan secara 

parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

5. 
Kamila dkk 

(2021) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Keluarga dan 

Financial 

Literacy Terhadap 

Financial 

Management 

Behavior 

pada Mahasiswa 

Variabel 

Dependen: 

Financial 

Management 

Behavior 

 

Variabel 

Independen: 

Lingkungan 

Keluarga dan 

Lingkungan Keluarga 

dan Financial 

Literacy mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

Financial Management 

Behavior. 
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No Peneliti Judul Penelitian Desain Penelitian Hasil Penelitian 

Financial 

Literacy 

6. 

Baskara dan 

Sumardi 

(2022) 

Peran 

Communication 

Transparency, 

Trust, Attitude, 

Subjective Norms 

dan Perceived 

Behavioral 

Control Terhadap 

Money 

Management 

Intention 

Variabel 

Dependen: 

Money 

Management 

Intention 

 

Variabel 

Independen: 

Communication 

Transparency, 

Trust, Attitude, 

Subjective Norms 

dan Perceived 

Behavioral Control 

Communication 

Transparency, Trust, 

Attitude, Subjective 

Norms dan Perceived 

Behavioral Control 

berpengaruh terhadap 

Money Management 

Intention 

7. 
Rokhayati 

dkk (2022) 

Analisis Faktor -

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Perilaku 

Pengelolaan  

Keuangan 

Variabel 

Dependen: 

Perilaku 

Pengelolaan  

Keuangan 

 

Variabel 

Independen: 

Literasi keuangan, 

Sikap keuangan, 

Locus of control, 

dan Teman sebaya 

Literasi keuangan, 

Sikap keuangan, Locus 

of control, dan Teman 

sebaya berpengaruh 

positif dan 

Signifikan terhadap 

Perilaku pengelolaan  

keuangan 

8. 
Cahyani 

(2023) 

Dampak 

Pemahaman 

Literasi Keuangan 

dan Locus of 

Control pada Ibu 

Rumah Tangga 

dalam 

Implementasi 

Pengelolaan 

Keuangan 

Keluarga 

Variabel 

Dependen: 

Implementasi 

Pengelolaan  

Keuangan Keluarga 

 

Variabel 

Independen: 

Pemahaman 

Literasi keuangan 

dan  Locus of 

Control 

1. Literasi Keuangan 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan 

2. Locus of Control 

berpengaruh 

terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan 

9. 
Farina dkk 

(2023) 

Pengaruh Sistem 

Informasi 

Keuangan dan 

Pengawasan 

Keuangan 

Terhadap Kinerja 

Pengelolaan 

Keuangan yang 

Dimediasi 

Variabel 

Dependen: 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

 

Variabel 

Independen: 

Akuntabilitas 

Keuangan, 

1. Sistem Informasi 

Keuangan 

berpengaruh  positif 

tetapi tidak  

signifikan terhadap 

Kinerja Pengelolaan  

Keuangan.  

2. Sistem Informasi 

Keuangan 
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No Peneliti Judul Penelitian Desain Penelitian Hasil Penelitian 

Komitmen 

Organisasi 

Transparansi dan 

Pengawasan 

berpengaruh positif  

dan signifikan  

terhadap Komitmen  

Organisasi. 

3. Pengawasan 

Keuangan 

berpengaruh  positif  

dan signifikan baik  

terhadap Kinerja 

Pengelolaan  

Keuangan dan 

Komitmen 

Organisasi. 

4. Komitmen  

Organisasi 

berpengaruh positif  

dan signifikan  

terhadap Kinerja  

Pengelolaan 

Keuangan. 

5. Komitmen 

Organisasi mampu 

memediasi Sistem 

Informasi serta 

Pengawasan 

Keuangan dalam 

mempengaruhi   

Kinerja Pengelolaan   

Keuangan. 

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Sugiyono (2017) kerangka pemikiran adalah hubungan antar variabel yang 

dihimpun dari beberapa teori yang divisualisasikan dalam gambar dan dideskripsi-

kan sebagai bahan argumentasi peneliti dalam hipotesis. Kerangka pemikiran ber-

tujuan mengidentifikasi apakah ada pengaruh diantara variabel bebas dan variabel 

terikat. Lebih jelas, hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, penelitian ini mempunyai 2 variabel bebas, 

yaitu norma subjektif (X1) dan pengawasan (X2) yang diujikan terhadap 1 variabel 

terikat, kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Y). Mulia dan Rochmoeljati (2021) kualitas yakni pengukuran suatu produk/jasa, 

yang hasilnya bergantung pada standar kepuasan konsumen. Pengelolaan adalah 

proses yang terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, implementasi, serta 

pengawasan guna mencapai tujuan tertentu organisasi. Dalam konteks ini, kualitas 

pengelolaan PBBP2 berarti serangkaian proses pengolahan yang digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan daerah, dimana baik ataupun buruknya ditentukan oleh 

tingkat kepuasan masyarakat sebagai konsumen. Pengelolaan PBBP2 yang akurat, 

akuntabel, serta transparan merupakan harapan seluruh rakyat di daerah. 

Masalah pengelolaan PBBP2 di Situbondo, ialah keterbatasan sumber daya 

manusia yang masih rendah. Rendahnya sumber daya manusia ini berdampak luar 

biasa terhadap kualitas pengelolaan PBBP2, yang berujung penerimaan PAD tidak 

optimal. Faktanya, pelanggaran terjadi dan berkelanjutan di Kabupaten Situbondo, 

salah satunya dengan perilaku mereka tidak menyetorkan hasil penagihan kepada 

daerah untuk keuntungan pribadi. Fraud ini jika dilanjutkan tanpa perbaikan maka 

kualitas pengelolaan PBBP2 tidak akan berkembang ke arah yang lebih baik. 

Persoalan yang diabaikan tanpa penyelesaian dapat memperbesar peluang 

kecurangan terjadi berkelanjutan. Oleh sebab itu fungsi pengawasan perlu dijalan-

kan rutin melalui pemeriksaan/ atau audit rutin yang mempunyai nilai ungkit yang 

signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan PBBP2. Fungsi Pengawasan 

yang baik akan membuat pengelolaan PBBP2 yang lebih cepat, tepat, akuntabel, 

serta transparan sesuai harapan masyarakat. Pengelolaan pajak daerah berkualitas 

bisa terwujud jika terdapat sinergitas antara sumber daya manusia yang bertindak 
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baik dan fungsi pengawasan yang berjalan. Berdasarkan penjabaran dari kerangka 

pemikiran teoritis diatas, peneliti menarik hipotesis bahwasannya subjective norm 

dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Penelitian ini mengambil objek 

penelitian perangkat desa, yang bertugas melaksanakan pemungut pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo. 

 

 

 

2.4 Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

Azjen (1991) melalui Theory of Planned Behavior, norma subjektif adalah 

pandangan seseorang terhadap tekanan sosial yang diperoleh serta mempengaruhi-

nya untuk mengerjakan suatu perilaku. Pemungut pajak PBBP2 sangat berpotensi 

melakukan tindakan yang menyeleweng dari ketentuan, seperti tidak menyetorkan 

dana PBBP2 yang telah dipungut kepada daerah. Yushinta dalam Cahyani (2023) 

Kontrol diri (tidak terpengaruh sekitar) berpengaruh dalam pengelolaan keuangan 

yang makin terarah. Tindakan petugas pemungut PBBP2 yang melawan peraturan 

menunjukkan jika kontrol diri oknum tersebut tidak dapat meredam tekanan sosial 

yang diterimanya, sehingga berdampak kepada pengambilan keputusan untuk ber-

perilaku yang salah dan membuat pengelolaan pajak yang tidak terarah. Teori ini, 

menggambarkan seberapa besar tekanan sosial dari lingkungan sekitar berpegaruh 

terhadap kualitas pengelolaan keseluruhan. Penelitian Widiyanto dan Aprinthasari 

(2020) menyatakan bahwa tekanan sosial mempengaruhi seorang individu dalam 

pengelolaan. Adapun penelitian lain yang mendukung hipotesis ini, yakni Baskara 

et al. (2022) norma subjektif berpengaruh terhadap tindakan pengelolaan individu. 

Norma subjektif individu paling mungkin ditimbulkan dari dorongan lingkungan 

terdekat semisal keluarga, teman, dan atasan (Rokhayati dkk., 2022). Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti menarik hipotesis pertama, yakni: 

H1: Norma Subjektif berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah. 
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2.4.2 Pengaruh Pengawasan terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

Terry (2005) pengawasan merupakan proses penjaminan pencapaian goals 

organisasi sesuai rencana. Pengawasan berperan penting dalam menjamin kualitas 

pengelolaan PBBP2 selama proses penyelenggaraannya. Di Kabupaten Situbondo, 

SDM pemungut pajak cukup dipengaruhi tekanan yang bersumber dari pribadinya 

oleh karena itu mereka dapat bertindak melawan ketentuan. Oleh sebab itu, fungsi 

pengawasan dilaksanakan untuk memperkecil potensi kecurangan pemungut pajak 

PBBP2. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini antara lain, Karimah 

(2018) pengawasan memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan 

keuangan daerah. Sejalan dengan itu Farina et al. (2023) menyatakan pengawasan 

berpengaruh signifikan serta positif terhadap pengelolaan keuangan. Riyan (2019) 

menyimpulkan adanya pengawasan diharapkan memperkecil kecurangan yang di-

laksanakan oknum pemungut pajak yang berpikir akan melanggar aturan dengan 

tindakan tidak patut yang sangat merugikan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti pun menarik hipotesis kedua, sebagai berikut: 

H2: Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian ilmiah, yang mana langkah – 

langkah beserta prosedurnya dilakukan sistematis, teratur, dan disesuaikan dengan 

metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan 

untuk membuktikan keabsahan suatu teori, baik pengaruh dan/atau hubungan atas 

sebuah variabel (Satori dan Komariah, 2020). Adapun dari segi metode, penelitian 

ini tergolong ke dalam penelitian policy research. Policy research ialah penelitian 

yang biasanya membahas terkait permasalahan sosial mendasar di masyarakat, di-

mana hasilnya kemudian direkomendasikan pada pihak berkepentingan.  

 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipergunakan didalam penelitian ini ialah data yang ber-

sifat kuantitatif, artinya seluruh data yang dipakai umumnya berbentuk angka atau 

kalimat yang dikuantitatifkan. Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu 

data primer dan data sekunder. Keduanya diperoleh dari objek penelitian dan juga 

pihak lainnya yang mempunyai keterikatan dengan topik penelitian.  

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden, 

melalui pelaksanaan wawancara, observasi, serta kuesioner (Syafnidawaty, 2020). 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei. 

Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang disebarkan secara online, 

melalui google form kepada responden yang sesuai kriteria penelitian. Wawancara 

juga akan dipergunakan jika diperlukan. Dan, untuk data sekunder didapatkan dari 

sumber yang mempunyai informasi terkait penelitian tersebut. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni jurnal, buku, dan artikel internet yang terkait 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 
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Kuesioner yang digunakan pada penelitian yaitu skala nominal, yang di-

rancang untuk menguji apakah subjek penelitian setuju atau tidak setuju terhadap 

pernyataan yang diajukan. Terdapat 5 alternatif pilihan jawaban, sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Skala Likert 

No. Alternatif Jawaban Skor 

1 STS = Sangat Tidak Setuju 1 

2 TS = Tidak Setuju 2 

3 N = Netral 3 

4 S = Setuju 4 

5 SS = Sangat Setuju 5 

 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Peneliti dengan ini tidak dapat mempelajari seluruh populasi yang ada di-

karenakan adanya keterbatasan waktu beserta tenaga yang dimiliki. Maka, peneliti 

memakai sampel yang diperoleh dari populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Populasi 

yang dimaksudkan dalam penelitian, ialah petugas pemungut PBBP2 (Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), yang aktif serta ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Kepala Desa. Adapun, jumlah petugas pemungut PBBP2 sebanyak 528 

orang petugas. 

 

 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki populasi. 

Adapun, penentuan sampel penelitian dilakukan melalui simple random sampling. 

Metode pemilihan sampel ini dipilih atas dasar pertimbangan tertentu dari peneliti 

(Notoatmodjo, 2010). Sampel masih bagian dari karakteristik populasi (Sugiyono, 

2017). Petugas Pemungut PBBP2 yang disahkan dengan Surat Keputusan Kepala 

Desa merupakan sampel dari penelitian ini, yang dihitung memakai rumus Slovin. 

Rumus Slovin bisa diukur, sebagai berikut:  

Rumus Slovin :  n =            𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2 
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Keterangan: 

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e  = batas toleransi kesalahan (10%) 

 

Jumlah Sampel Petugas  : = 84 Petugas

  

Dari perhitungan diatas, didapatkan jumlah sampel sebanyak 84 petugas 

pemungut PBBP2 di Kabupaten Situbondo, terpilih dengan menggunakan metode 

simple random sampling. 

 

 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pemikiran penelitian, terdapat 2 

(dua) kategori variabel yang digunakan yaitu variable dependent (variabel terikat) 

dan variable independent (variabel bebas). Pemberian skor dalam form/kuesioner 

menggunakan pengukuran skala likert, dimana skala ini tidak hanya menyatakan 

kategori, tetapi juga peringkat construct yang diukur untuk memberikan informasi 

nilai suatu data. 

 

 

 

3.4.1 Variabel Terikat (Dependent Variabel) (Y) 

Variabel dependen ialah variabel utama penelitian yang menjadi urgensi 

penelitian tersebut menarik untuk diteliti atau garis besarnya disebut sebagai fokus 

utama riset yang akan dilaksanakan (Chandrarin, 2017). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kualitas pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan pajak yang 

berkualitas merupakan proses penyelenggaraan planning, organizing, actuanting, 

serta controlling yang melibatkan pemanfaatan penerimaan pendapatan di sektor 

pajak, dimana transparansi dan akuntabilitasnya terjamin sehingga tujuan yang di-

harapkan terwujud.  

528

1 + 528 (0,1)2 
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3.4.2 Variabel Bebas (Independent Variabel) (X) 

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

dan menimbulkan suatu karena perubahan atau menjadi penyebab adanya variabel 

terikat (dependen). Variabel bebas yang digunakan didalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1) Norma Subjektif (X1) 

Jogiyanto (2007) mendefinisikan norma subjektif sebagai sebuah pandangan 

suatu individu melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan dalam 

pertimbangan dengan mengacu pada kepercayaan orang lain. Individu dapat 

memotivasi individu lain untuk berperilaku memenuhi harapan mereka. 

 

2) Pengawasan (X2) 

Fungsi pemeriksaan atau pengawasan didalam pelaksanaan tata kelola per-

pajakan yang sangat penting. Pada prinsipnya, fungsi pengawasan bertujuan 

untuk memberikan keyakinan jika pengelolaan pajak daerah yang dijalankan 

oleh pemerintah berjalan dengan sebaik mungkin guna mengurangi seluruh 

bentuk penyelewengan yang dapat merugikan negara/daerah. 

 

Tabel 5. Operasional Variabel Dependen dan Independen 

Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

Norma 

Subjektif (X1) 

(Modifikasi 

dari Husniyati, 

2018) 

Menumbuhkan 

Motivasi 

Teman mendorong saya 

menyelesaikan tugas sesuai standar 

operasional prosedur (SOP) yang 

berlaku 

Likert 1 

Keluarga memberikan motivasi 

supaya bersikap jujur dan amanah 

saat menjalankan tugas 

Likert 2 

Para pimpinan menjadi tauladan 

saya saat menunaikan kewajiban 

sebagai pemungut pajak 

Likert 3 

Pengawasan 

(X2) 

(Modifikasi 

dari 

Khasanah, 

2020) 

Efektivitas 

peran 

pengawasan 

Terdapat pengawasan secara rutin 

oleh Inspektorat Daerah terkait 

pelaksanaan pemungutan PBBP2 

Likert 4 

Inspektorat Daerah dan Bapenda 

memberikan pembinaan sebelum 

pelaksanaan pemungutan PBBP2 

Likert 5 

Inspektorat Daerah dan Bapenda 

memberikan pembinaan setelah 
Likert 6 
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Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

pelaksanaan pemungutan PBBP2 

Inspektorat Daerah dan Bapenda 

memberikan evaluasi terkait 

pelaksanaan PBBP2 

Likert 7 

Realisasi PBBP2 tercapai sesuai 

target yang ditetapkan 
Likert 8 

Kualitas 

Pengelolaan 

Pajak Daerah 

(Y) 

(Modifikasi 

dari SIKAP 

Kementerian 

Keuangan, 

2021). 

Perencanaan 

Perencanaan target yang ditetapkan 

sudah sesuai dengan jumlah Wajib 

Pajak PBBP2 

Likert 9 

Realisasi 

Pemerintah daerah mengeluarkan 

Peraturan terkait dengan petunjuk 

teknis pemungutan PBBP2 

Likert 10 

Data 

Pelaksanaan pemungutan telah 

didukung oleh pemutakhiran data 

yang valid 

Likert 11 

Pelaporan 
Pelaporan PBBP2 dilakukan tepat 

waktu, transparan dan akuntabel 
Likert 12 

Pembayaran  

Pembayaran PBBP2 terutang 

dilakukan sebelum batas waktu 

yang ditentukan 

Likert 13 

Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilakukan dengan 

memvalidasi dan memverifikasi riil 

di lapangan terhadap bukti dan 

daftar tunggakan pajak  

Likert 14 

Penagihan 

Penagihan dilakukan sesuai dengan 

nominal yang terhutang didalam 

SPPT PBBP2 

Likert 15 

Pelayanan 

Sosialisasi dan penyuluhan 

Peraturan Pajak terbaru aktif 

dilakukan oleh petugas pemungut 

PBBP2 

Likert 16 

Teknologi 

Informasi 

Sistem informasi Bapenda mudah 

diakses oleh petugas pemungut 

PBBP2/Wajib Pajak 

Likert 17 

Sumber Daya 

Manusia  

Petugas pemungut PBBP2 

mendapatkan pelatihan yang 

memadai guna mendukung 

pelaksanaan tugas 

Likert 18 

Organisasi 

Petugas pemungut PBBP2 telah 

ditetapkan resmi melalui Surat 

Keputusan Kepala Desa/Lurah 

Likert 19 

Kepatuhan 

Internal 

Portal pengaduan pelanggaran 

tersedia dan mudah diakses 
Likert 20 

Transparansi 

Publikasi penyetoran hasil 

pungutan PBBP2 telah dilakukan 

secara transparan 

Likert 21 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik 

Regresi Linier Berganda. Regresi linier sangat cocok diterapkan dalam penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel dependen dengan 

variabel independen. Ghozali (2018) regresi linier adalah salah satu model regresi 

yang tujuannya guna mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Penganalisisan data penelian ini dibantu dengan aplikasi 

Statistical Program for Social Science atau SPSS (version 22). Tahap analisis data 

yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain: 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas diterapkan guna menguji kenormalan suatu distribusi data. 

Pengujian ini dilakukan sebelum melaksanakan pengujian parametic-test (Sarjono 

dan Julianita, 2011). Dan, metode yang dipergunakan dalam pengujian normalitas 

adalah uji kolmogorov-smirnov (Uji K-S). Metode ini membandingkan distribusi 

data dengan distribusi normal teoritis dan menghasilkan nilai p-value. Jika nilai p-

value lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan (misal α = 0,05), maka 

data dianggap mengikuti distribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi 

(Sugiyono, 2017). 

 

 

 

3.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ialah analisis statistik yang dipergunakan untuk me-

nilai sejauh mana variabel independen dalam suatu model regresi berkorelasi satu 

sama lainnya. Artinya, uji ini diaplikasikan guna melihat hubungan linieritas antar 

variabel bebas (Ghozali, 2018). Apabila ketika pengujian dilakukan dan ternyata 

terdapat korelasi antar variabel independen, maka salah satu variabel dikeluarkan. 

Ada atau tidaknya multikolinieritas dilihat dari besaran Variance Inflation Factor 

(VIF) dan tolerance. Angka tolerance suatu model regresi ialah mendekati 1. Dan, 

batas VIF yaitu 10, sehingga jika VIF bernilai dibawah 10 maka dipastikan bahwa 

terdapat multikolinieritas didalam model regresi tersebut. 
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3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas diterapkan dengan tujuan guna mengetahui 

ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual antar suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya didalam model regresi (Ghozali, 2013). Jika varians dari resi-

dual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan, 

apabila sebaliknya disebut dengan heteroskedastisitas. Didalam pengujian ini juga 

dilakukan uji Glejser, yang mana caranya dengan meregresi nilai absolute residual 

model yang diestimasi terhadap variabel independen berdasarkan asumsi, sebagai 

berikut: 

1. Jika probabilitas signifikasi diatas tingkat 5%, maka model regresi tidak ter-

jadi heteroskedastisitas. 

2. Jika probabilitas signifikasi dibawah tingkat 5%, maka model regresi terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

3.5.4 Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan mengukur kevalidan dari suatu instrument. 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat instrument dalam 

melakukan fungsinya (Widodo dkk., 2023). Kegunaan uji validitas dalam riset ini, 

adalah untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas dan mengetahui validitas 

dari kuesioner yang disusun. Perhitungan validitas menggunakan korelasi pearson 

atau rumus korelasi product moment, sebagai berikut: 

 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
n (∑ 𝑋𝑌) – (∑𝑋)(∑𝑌)

√ (n∑𝑋2−(∑𝑋)2 (n∑𝑌2−(∑𝑌)2
 

 

Keterangan: 

𝑟hitung  : Koefisien korelasi 

X : Variabel independen 

Y : Variabel dependen 

n  : Banyak responden 
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Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan program 

SPSS 22.0 for windows dengan kriteria, sebagai berikut: 

1) Jika 𝑟hitung  >  𝑟tabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid; 

2) Jika 𝑟hitung  <  𝑟tabel maka pernyataan tersebut dikatakan tidak valid; 

3) Nilai Jika 𝑟hitung  >  𝑟tabel dilihat pada kolom corrected item total correlation. 

 

 

 

3.5.5 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan pengukuran yang mempunyai konsistensi, jika 

pengukuran tersebut dilakukan dengan instrumen itu dilaksanakan secara berulang 

atau singkatnya pengujian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu test bisa 

dipercaya (artinya, skor yang dihasilkan konsisten, walau diujikan di kondisi yang 

berbeda – beda). Sehingga, instument yang mempunyai reliabilitas yang tinggi di-

sebut dengan instrumen yang paling reliabel (Widodo dkk., 2023). Penelitian ini, 

menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α) dengan ketentuan (Ghozali, 2018), 

antara lain: 

1. Bila angka Cronbach Alpha > 0,70, maka dinyatakan reliabel; dan 

2. Bila angka Cronbach Alpha < 0,70, maka dinyatakan tidak reliabel. 

 

 

 

3.5.6 Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda adalah model regresi yang bertujuan mengetahui 

arah dan seberapa besar pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas, dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 22. Hasil dari analisis ini, menguji seberapa 

besar norma subjektif dan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan 

PBBP2. Persamaan regresi linier berganda dirumuskan dengan persamaan berikut: 

Y =  β0 + β1 X1 + β2 X2 + €.................................................................................. (1) 

 

Keterangan: 

X1  : Norma Subjektif i pada periode t 

X2  : Pengawasan i pada periode t 
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Y  : Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah i pada periode t 

β0 : Konstanta 

β1−2 : Koefisien Regresi 

€ : error (Kesalahan) 

 

 

 

3.5.6.1 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah prosedur pengujian yang dilakukan melalui penguji-

an statistik berdasarkan data sampel yang dimiliki guna memutuskan menemerima 

atau menolak hipotesis penelitian yang diajukan (Kurniawan dan puspitaningtyas, 

2016). Pada penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan beberapa penguji-

an antara lain:  

3.5.6.1.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan melihat seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen 

secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini menjadi dasar 

atas pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Zaenuddin 

(2018) menyebutkan jika pengujian t memang bertujuan mengamati seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen dalam membuktikan variasi variabel dependen. 

Pengujian tersebut menganggap variabel bebas lainnya konstan dan menggunakan 

tingkat signifikasi 0,005 (α = 5%). Adapun, kriteria penerimaan dan penolakan se-

buah hipotesis pada uji t, antara lain: 

1. Jika signifikasi  ≤ 0,05, maka hipotesis diterima secara parsial variabel norma 

subjektif dan pengawasan terhadap kualitas pengelolaan pajak daerah. 

2. Jika signifikasi ≥ 0,05, maka hipotesis ditolak secara parsial variabel norma 

subjektif dan pengawasan terhadap kualitas pengelolaan pajak daerah. 

 

 

 

3.5.6.1.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan bertujuan mengetahui pengaruh variabel independen secara 

simultan dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,05. Zaenuddin (2018) nilai F 
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hitung kemudian dibandingkan dengan F tabel, dengan derajat kebebasan df deno-

minator n – k dan df nominator k – 1. Machali (2015) dalam melakukan pengujian 

signifikasi berdasarkan nilai F yakni jika nilai F hitung ≥ F tabel, maka hipotesis 

ditolak (signifikan), apabila sebaliknya maka hipotesis diterima (tidak signifikan). 

 

 

 

3.5.6.1.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Koefisien determinasi ialah koefisien yang menjelaskan hubungan antara 

variabel terikat dengan variabel bebas dalam sebuah model regresi. Koefisien de-

terminasi (R2) menerangkan seberapa besar komposisi variabel dependen dijelas-

kan oleh variabel independen. Nilai R2 terletak diantara 0 dan 1 atau 0 ≤ R2 ≤ 1. 

Zaenuddin (2018) jika nilai R2 kecil artinya kemampuan variabel dependen dalam 

menjelaskan variabel independen sangat terbatas, namun jika nilainya mendekati 

1 maka semakin baik regresi tersebut sebab mampu menjelaskan data aktualnya. 

Sehingga, nilai R2 sebaiknya tidak mendekati angka 0 karena hal ini membuktikan 

bahwa regresi tersebut memiliki garis yang kurang baik (Basuki, 2015).  
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum  

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah yang terletak di ujung 

timur Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini sudah berdiri sejak tahun 1972, dimana 

saat ini daerah tersebut terkenal dengan semboyannya, “Bumi Sholawat Nariyah”. 

Dewasa ini, Kabupaten Situbondo mengalami kemajuan yang pesat, yang ditandai 

dengan segudang penghargaan berhasil diraih seperti TOP Digital Implementation 

Level Stars 4, Top Leader on Digital Implementation dan juga Top CIO on Digital 

Implementation pada ajang Top Digital Awards 2021. Seluruh capaian reward ini, 

tentunya tidak luput dari keikutsertaan masyarakat Situbondo secara luas dan juga 

kontribusi dari kebijakan Bupati Drs. H. Karna Suswandi, M.M bersama wakilnya 

Hj. Khoirani, S. Pd, MM yang aktif dan tepat. 

Sampel penelitian ini adalah petugas pemungut PBBP2 (Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) aktif, yang disahkan dengan Surat Keputusan 

Kepala Desa. Jumlah petugas pemungut PBBP2 di Kabupaten Situbondo sejumlah 

528 orang. Jumlah sampel yang digunakan ialah 84 petugas pemungut PBBP2, di-

pilih dengan menggunakan metode simple random sampling. Kuesioner diberikan 

melalui media google form pada 84 responden. Jumlah responden yang digunakan 

diperoleh dari 84 responden tercepat dari total 108 responden, yang sudah mengisi 

google form dari tanggal 15 April – 13 Mei 2024. Responden bersangkutan mem-

punyai karakteristik yang sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan peneliti, 

sehingga mereka mampu menjawab setiap item – item pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner. Berikut ini, disajikan statistik deskriptif tiap variabel penelitian 

yang dipakai didalam penelitian ini, data ini berkaitan dengan karakteristik sampel 

penelitian. Karakteristik responden didalam penelitian ini meliputi: Jenis Kelamin, 

Umur, Pendidikan, serta Masa Kerja. 
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Tabel 6. Karakteristik Responden 

Kriteria Jumlah Persentase (%) 

Jenis Kelamin:   

Laki-laki 47 55,9 

Perempuan 37 44,1 

Umur:   

21 – 30 tahun 22 26,1 

31 – 40 tahun 30 35,7 

41 – 50 tahun 21 25,1 

> 50 tahun 11 13,1 

Pendidikan Terakhir:   

SMA Sederajat 48 57,1 

Diploma 12 14,3 

Sarjana 24 28,6 

Lama Kerja:   

1 – 5 tahun 28 33,3 

6 – 10 tahun 29 34,5 

11 – 15 tahun 24 28,6 

16 – 20 tahun 3 3,6 

Total Responden 84  

 Sumber: Data primer diolah, 2024. 

 

Berdasarkan hasil kuesioner yang dirangkum dalam Tabel 4.1, diketahui 

bahwa pemungut PBBP2 dominan, ialah laki – laki. Menimbang geografis daerah, 

Kabupaten Situbondo memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km dengan 

kondisi dataran yang bervariasi (rendah dan tinggi), serta infrastruktur yang belum 

merata membuat laki – laki dipandang tepat melakukan penugasan ini. Sedangkan 

dari sisi usia, pemungut PBBP2 di Kabupaten Situbondo masuk ke dalam kategori 

usia produktif yakni 15 – 64 tahun. Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan, 

para pemungut PBBP2 dapat dikatakan terdidik. Terakhir, pemungut pajak berasal 

dari orang – orang yang berpengalaman.  

 

 

 

4.2 Analisis Data  

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan guna menyajikan dan menganalisis 

data disertai perhitungan supaya bisa memperjelas keadaan atau karakteristik yang 
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bersangkutan. Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam 

bentuk tabulasi agar mudah dipahami serta diinterpretasikan. Tujuan dari analisis 

ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai data penelitian dan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel penelitian yang digunakan tabel distribusi 

frekuensi sehingga dapat menunjukkan mean, maksimum, dan standar deviasi dari 

tiap sampel yang diteliti (Ghozali, 2018). Hasil pengolahan data statistik deskriptif 

variabel penelitian tampak pada Tabel 4.2 berikut ini: 

 

Tabel 7. Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel Penelitian N Min Max Mean Standar Deviasi 

Norma Subjektif (X1) 84 7 15 11,90 1,6546 

Pengawasan (X2) 84 14 25 19,29 2,3581 

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan (Y) 

84 41 65 51,88 4,1403 

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 3) 

  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dalam Tabel 4.2 diperoleh informasi 

jika variabel Norma Subjektif menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 11,90. 

Nilai terendah variabel Norma Subjektif sebesar 7 serta nilai tertinggi 15. Standar 

deviasi sebesar 1,6546. Hal ini berarti, nilai standar deviasi yang mendekati nilai 

rata-rata (mean) dan juga ukuran penyebaran data yang semakin kecil. Dan, untuk 

variabel Pengawasan menunjukkan nilai mean yaitu 19,29 dengan nilai terendah 

variable sebesar 14 dan nilai tertinggi yaitu 25 serta standar deviasi senilai 2,3581. 

Hal ini menunjukkan nilai standar deviasi yang mendekati nilai mean serta ukuran 

penyebaran data yang semakin kecil. Terakhir, Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan yang menunjukkan nilai mean sebesar 51,88, dengan nilai terendah 

variabel senilai 41 dengan nilai tertingginya yakni 65. Adapun, standar deviasinya 

adalah 4,1403. Hal ini berarti nilai standar deviasi yang mendekati nilai mean dan 

ukuran penyebaran data yang semakin kecil.  
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4.3 Uji Instrumen 

4.3.1 Uji Validitas 

Uji Validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen 

kuisoner yang digunakan dalam pengumpulan data (Ghozali, 2013). Pengujian ini, 

dilaksanakan secara statistik dengan menghitung korelasi antar setiap pernyataan 

dengan skor dengan memakai metode Pearson Correlation. Suatu data dinyatakan 

valid, apabila nilai rhitung yang menggunakan nilai dari Corrected Item Correlation 

lebih besar dari nilai rtabel pada signifikansi 0,05 atau sama 5%. Hasil uji validitas 

penelitian ini, sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Rtabel Rhitung Sig Ket 

Norma Subjektif  

 (X1) 

X1.1 0,213 0,797 0,000 Valid 

X1.2 0,213 0,722 0,000 Valid 

X1.3 0,213 0,637 0,000 Valid 

Pengawasan (X2) 

X2.1 0,213 0,577 0,000 Valid 

X2.2 0,213 0,677 0,000 Valid 

X2.3 0,213 0,631 0,000 Valid 

X2.4 0,213 0,559 0,000 Valid 

X2.5 0,213 0,632 0,009 Valid 

Kualitas Pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan (Y)   

Y.1 0,213 0,576 0,000 Valid 

Y.2 0,213 0,611 0,000 Valid 

Y.3 0,213 0,456 0,000 Valid 

Y.4 0,213 0,519 0,000 Valid 

Y.5 0,213 0,616 0,000 Valid 

Y.6 0,213 0,386 0,000 Valid 

Y.7 0,213 0,547 0,000 Valid 

Y.8 0,213 0,618 0,000 Valid 

Y.9 0,213 0,465 0,000 Valid 

Y.10 0,213 0,371 0,001 Valid 

Y.11 0,213 0,403 0,000 Valid 

Y.12 0,213 0,326 0,003 Valid 

Y.13 0,213 0,254 0,020 Valid 

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 4) 

 

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.3, terlihat jika korelasi antara 

masing – masing indikator variabel Norma Subjektif (X1), Pengawasan (X2), serta 

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y), menunjukkan bahwa rhitung > 
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rtabel dan siginifakansi kurang dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan seluruh item 

pertanyaan dari variabel Norma Subjektif (X1) dan Pengawasan (X2) serta variabel 

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) dinyatakan valid. 

 

 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ialah suatu pengukuran yang mempunyai konsistensi atau 

suatu derajat keakuratan/ajeg yang dilihatkan oleh alat pengukuran (Widodo dkk., 

2023). Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 22.0 diambil cronbach’s 

alpha. Nilai suatu variabel dapat dinyatakan reliable, bila memberikan cronbach’s 

alpha > 0,70.  Hasil Uji Reliabilitas sebagai berikut:  

 

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian 
Cronbach’s Alpha 

if item deleted  

Standar 

realibilitas  
Keterangan  

Norma Subjektif (X1) 0,785 0,70 Reliabel 

Pengawasan (X2) 0,741 0,70 Reliabel 

Kualitas Pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan (Y) 

0,711 0,70 Reliabel 

 Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 4) 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.4, diketahui jika pengujian 

reliabilitas pada instrument variabel Norma Subjektif (X1), Pengawasan (X2), dan 

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y), nilai Cronbach’s Alpha atau 

r alpha ketiganya berada diatas 0,70. Pengujian tersebut membuktikan, instrumen 

penelitian yang digunakan berupa kuesioner yaitu reliabel, sebab r alpha bernilai 

lebih besar daripada standar realibilitas. 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan guna menguji kenormalan suatu distribusi data. 

Pengujian ini dilakukan sebelum melaksanakan pengujian parametic-test (Sarjono 

dan Julianita, 2011). Dan, metode yang dipergunakan dalam pengujian normalitas 

adalah Uji Kolmogorov – Smirnov (Uji K – S). Uji K – S dilakukan dengan mem-

bandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis, menghasilkan nilai p-

value. Jika nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, 

(semisal α = 0,05) maka data tersebut dianggap mengikuti distribusi normal, arti-

nya asumsi normalitas terpenuhi (Sugiyono, 2017). Hasil uji normalitas pada riset 

ini, sebagai berikut: 

 

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Nilai Kolmogorov – 

Smirnov 

     Keterangan 

Unstandardized Residual 0,200 Berdistribusi Normal 

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 6) 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas yakni 0,200 atau signifikansi variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga, 

data dalam penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

 

 

 

4.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ialah analisis statistik yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana variabel independen dalam suatu model regresi berkorelasi satu sama 

lainnya. Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk melihat hubungan linieritas antar 

variabel bebas (Ghozali, 2018). Apabila pengujian dilakukan dan ternyata terdapat 

korelasi antar variabel bebas, maka salah satu variable akan dikeluarkan. Ada atau 

tidaknya multikolinieritas dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance. Angka tolerance suatu model regresi ialah mendekati 1. Nilai VIF yaitu 

10, sehingga VIF bernilai dibawah 10 dipastikan bahwa terdapat multikolinieritas 

dalam model regresi tersebut. Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut: 
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Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Norma Subjektif (X1)  0,855 1,170 Tidak terjadi multikolinieritas 

Pengawasan (X2) 0,855 1,170 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 6) 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.6, diketahaui bahwa 

model tidak terjadi multikolinieritas. Hal tersebut ditandai dengan nilai tolerance 

lebih dari 0,10 dan nilai VIF setiap variabel independent kurang dari 10. 

 

 

 

4.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji ini dilaksanakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan 

varians dari residual antar suatu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model 

regresi (Ghozali, 2013). Jika varians dari residual pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila terjadi sebaliknya, disebut dengan 

heteroskedastisitas. Didalam pengujian ini juga dilakukan uji Glejser, yang mana 

caranya dengan meregresi nilai absolute residual model yang diestimasi terhadap 

variabel bebas berdasarkan asumsi. Hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut: 

 

Tabel 12. Hasil Uji Glejser 

Variabel Sig Keterangan 

Norma Subjektif (X1)  0,265 Tidak Heterokesdatisitas 

Pengawasan (X2) 0,636 Tidak Heterokesdatisitas 

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 6) 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.7, diketahui bahwasannya nilai 

signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa tidak terjadi heterokesdatisitas dari persamaan yang diuji. 
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4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan model regresi yang memiliki 

tujuan guna mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang dilakukan melalui software SPSS 22.0. Hasil dari analisis ini, 

menguji seberapa besar variabel Norma subjektif serta Pengawasan berpengaruh 

terhadap Kualitas pengelolaan PBBP2. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ini 

dapat dilihat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut:  

 

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel   Koefisien Regresi Sig. Keterangan 

Konstanta 26,704 0,000 Signifikan 

Norma Subjektif (X1) 0,795 0,001 Signifikan 

Pengawasan (X2) 0,815 0,000 Signifikan 

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 5) 

 

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah: 

Y = 26,704 + 0,795X1 + 0,815X2 + e 

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan, sebagai 

berikut: 

1. Konstanta pada persamaan regresi linier ini yaitu 26,704. Artinya, jika Norma 

subjektif (X1) dan Pengawasan (X2) bernilai 0,000 maka Kualitas Pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBBP2 (Y) mengalami peningkatan; 

2. Nilai koefisien regresi Norma Subjektif (X1), yakni senilai 0,795. Ini berarti, 

Norma subjektif berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2; 

3. Nilai koefisien regresi Pengawasan (X2), yaitu 0,815. Ini berarti, Pengawasan 

berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2; dan 

4. Pengawasan (X2) adalah variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

Kualitas Pengelolaan PBBP2. 
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4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas se-

cara parsial dalam menerangkan variabel terikat. Pengujian ini menjadi dasar saat 

mengambil keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Zaenuddin (2018) 

menyebutkan pengujian t bertujuan untuk mengamati seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen dalam membuktikan variasi variabel dependen. Uji t meng-

anggap variabel bebas lainnya konstan dan menggunakan tingkat signifikasi 0,005 

(α = 5%). Hasil uji t sebagai berikut: 

 

Tabel 14. Hasil Uji t 

Variabel Sig 

Norma Subjektif (X1) 0,001 

Pengawasan  (X2) 0,000 

   Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 7) 

Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 4.9 bisa diketahui besar dari pengaruh 

masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut: 

1. Pengaruh Norma Subjektif (X1) terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 (Y) 

Tingkat probabilitas variabel norma subjektif (α) yaitu 0,001. Artinya, Norma 

subjektif berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 disebabkan nilai 

probabilitasnya < 0,05, maka terbukti kebenarannya (H1 diterima). 

2. Pengaruh Pengawasan (X2) terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 (Y) 

Tingkat probabilitas pengawasan (α), yaitu 0,000. Artinya Pengawasan ber-

pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2 sebab nilai probabilitasnya < 

0,05, maka terbukti kebenarannya (H2 diterima). 

 

 

4.6.2 Uji F 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara simultan dengan memakai tingkat signifikasi 0,05. Zaenuddin (2018), nilai 

F hitung selanjutnya akan diperbandingkan dengan F table, derajat kebebasan df 
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denominator n–k, serta df nominator k–1. Machali (2015) melakukan pengujian 

signifikasi berdasarkan nilai F yakni jika nilai F hitung ≥ F tabel, maka hipotesis 

ditolak (signifikan), apabila sebaliknya maka hipotesis diterima (tidak signifikan).  

Hasil dari uji F dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 

 

Tabel 15. Hasil Uji F 

Variabel   Sig. 

Residual   0,000 

Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 7) 

 

Berdasarkan hasil Uji F dalam Tabel 4.10 menunjukan model regresi memiliki 

nilai Tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Model tersebut berarti 

signifikan dan dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 

95%. 

 

 

 

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi ialah koefisien yang menjelaskan hubungan antara 

variabel terikat dengan variabel bebas dalam model regresi. Koefisien determinasi 

(R2) menggambarkan seberapa besar komposisi variabel dependen dijelaskan oleh 

variabel independen. Nilai koefisien determinasi terletak diantara 0 dan 1 atau 0 ≤ 

R2 ≤ 1. Zaenuddin (2018) apabila nilai dari R2 kecil, artinya kemampuan variabel 

terikat dalam menjelaskan variabel bebas sangat terbatas, akan tetapi jika nilainya 

mendekati 1 maka semakin baik regresi tersebut, karena mampu menjelaskan data 

aktualnya (Basuki, 2015). Hasil uji R2  penelitian ini sebagai berikut:  

 

Tabel 16. Hasil Uji R2 

R R Square Adjusted R Square 

0,654 0,428 0,414 

   Sumber: Data diolah, 2024 (Lampiran 7) 

Berdasarkan hasil uji R2 dalam Tabel 4.11 menyebutkan model memiliki 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,414. Artinya, pengaruh yang diberikan variabel 
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Norma subjektif (X1) juga Pengawasan (X2) terhadap kualitas pengelolaan PBBP2 

sebesar 41,4%. Sedangkan, sisanya sebesar 58,6% dipengaruhi oleh variabel lain-

nya diluar penelitian ini.  

 

 

 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBBP2) 

Hasil analisis regresi linier berganda pada pengujian t terhadap hipotesis 

pertama (H1) bisa dilihat pada Tabel 4.9 bahwa Norma subjektif (X1) berpengaruh 

terhadap Kualitas Pengelolaan PBBP2, ini dilihat dari nilai signifikansinya senilai 

0,001. Pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif signifikan, 

mempunyai arti bahwa semakin tinggi Norma subjektif maka akan meningkatkan 

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (H1 diterima). 

Azjen (1991) norma subjektif yaitu pandangan seseorang tentang tekanan 

sosial yang mampu mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku. Pemungut 

pajak PBBP2 tentu berpotensi mengambil tindakan yang menyimpang dari aturan, 

seperti tidak menyetorkan dana PBBP2 yang sudah dipungut kepada pemerintah 

daerah. Cahyani (2023) menyebutkan jika kemampuan mengendalikan diri (tidak 

terpengaruh lingkungan sekitar) berpengaruh dalam pengelolaan keuangan yang 

semakin terarah. Tindakan petugas pemungut PBBP2 yang berlawanan dari aturan 

menunjukkan bahwa pengendalian diri mereka lemah, sehingga berdampak pada 

pengelolaan yang tidak terarah. Teori ini, menggambarkan seberapa besar tekanan 

sosial dari orang terdekat berpegaruh terhadap kualitas pengelolaan keseluruhan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Widiyanto dan Aprinthasari (2020) tekanan sosial berpengaruh terhadap individu 

dalam pengelolaannya. Adapun penelitian lainnya yang mendukung hipotesis riset 

ini, Baskara et al. (2022) norma subjektif berpengaruh positif terhadap tindakan 

pengelolaan individu. Norma subjektif individu paling mungkin ditimbulkan dari 

dorongan orang disekitarnya, seperti keluarga, teman, maupun atasan (Rokhayati 

dkk., 2022). 
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4.7.2 Pengaruh Pengawasan Terhadap Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis kedua 

(H2) ditunjukkan dalam Tabel 4.9, Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan melihat nilai signifikansinya yaitu 

sebesar 0,000. Pengaruh yang dilihatkan oleh koefisien regresi merupakan positif 

signifikan, artinya semakin tinggi Pengawasan maka akan meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (H2 diterima).  

Terry (2005) pengawasan adalah proses yang memberikan jaminan pen-

capaian tujuan yang diharapkan organisasi. Pengawasan memiliki peran penting 

dalam menjamin kualitas pengelolaan PBBP2 karena selama penyelenggaraannya, 

SDM yang rendah sangat mungkin bertindak. Oleh karena itu, fungsi pengawasan 

dilaksanakan untuk memperkecil potensi fraud pemungut pajak PBBP2. Masalah 

pengelolaan PBBP2 di Kabupaten Situbondo adalah keterbatasan Sumber Daya 

Manusia yang masih rendah. Rendahnya SDM ini berdampak luar biasa terhadap 

kualitas pengelolaan PBBP2, sehingga berujung pada penerimaan PAD yang tidak 

optimal. Faktanya, pelanggaran ini terjadi berkelanjutan di Kabupaten Situbondo, 

salah satunya dengan perilaku mereka tidak menyetorkan hasil penagihan ke 

pemerintah daerah untuk keuntungan pribadi. Fraud ini jika terus berlanjut tanpa 

perbaikan, maka kualitas pengelolaan PBBP2 tidak akan berkembang kearah yang 

lebih baik. 

Hasil riset ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh 

Karimah (2018) pengawasan mempunyai pengaruh positif secara parsial terhadap 

pengelolaan keuangan daerah. Dan, Farina et al. (2023) menyebutkan pengawasan 

berpengaruh signifikan serta positif terhadap pengelolaan keuangan. Riyan (2019) 

menyimpulkan adanya pengawasan diharapkan memperkecil kecurangan yang di-

lakukan oleh oknum pemungut pajak yang berpikir akan melanggar aturan dengan 

tindakan tidak patut yang dapat merugikan daerah. 

  



43 
 

 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada 

bab sebelumnya, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas per-

masalahan yang diangkat didalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Norma Subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2). Ini mendukung hipotesis 1 

yang dibangun oleh peneliti. Hal ini disebabkan pemungut PBBP2 sepanjang 

menjalankan tugas pasti akan dihadapkan pada benturan kepentingan bisa dari 

rekan kerja, keluarga dan atasan yang paling sering terjadi, sehingga dampak-

nya risiko daerah mengalami kerugian terlalu besar serta menghambat daerah 

untuk berkembang. 

2. Pengawasan mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap Kualitas 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2). Ini mendukung hipotesis 2 

yang disusun oleh peneliti. Di Kabupaten Situbondo, pengawasan secara rutin 

khusus pajak dan retribusi daerah, sebagaimana dapat dilihat dari PKPT yang 

disusun oleh Inspektorat Daerah. Akibatnya, oknum – oknum pemungut bisa 

bertindak melawan hukum dengan bebas, sebab fungsi pengawasan tidak ber-

jalan dan sanksi tidak diterapkan secara tegas. 

 

 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dijabarkan, implikasi 

yang dapat peneliti sampaikan, adalah: 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini berkontribusi untuk menambah literatur serta memberikan bukti 

bahwa seluruh variabel penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya. Riset ini 

membuktikan jika norma subjektif dan pengawasan berpengaruh positif serta juga 

signifikan terhadap kualitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Namun, tidak 
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menutup kemungkinan ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas pengelolaan 

pajak bumi dan bangunan, hingga perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti 

selanjutnya. 

2. Implikasi Praktis 

a. Bagi Pemungut PBBP2, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi didalam 

penugasan, sehingga kedepannya diambil langkah perbaikan guna meningkat-

kan pemungutan pajak yang lebih profesional;  

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo, penelitian ini dapat di-

gunakan untuk mempertegas urgensi fungsi pengawasan khusus pengelolaan 

pajak bumi dan bangunan, sehingga kedepannya dapat melibatkan Inspektorat 

Daerah secara rutin, melalui pemeriksaan/audit yang mempunyai daya ungkit 

tinggi bagi perubahan pengelolaan PBBP2 lebih berkualitas; 

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan guna menegaskan kebijakan yang telah dibuat, melalui 

media – media massa sebelum dan sesudah periode pembayaran pajak. 

 

 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun dengan 

demikian masih memiliki keterbatasan, antara lain: 

1. Peran ganda Petugas pemungut PBBP2 juga selaku perangkat desa membuat 

proses penyebaran kuisioner membutuhkan waktu yang lebih lama; 

2. Keterbatasan waktu dan sarana prasarana yang dimiliki oleh peneliti membuat 

pengumpulan keterangan dari responden, melalui wawancara tidak dapat di-

lakukan  face to face. 

 

 

 

5.4 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian 

ini, maka saran penelitian ini adalah: 
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1. Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo agar bisa memperbaharui data subyek 

pajak guna mengetahui besar potensi daerah yang sebenarnya belum digali; 

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyebarkan kuesioner disaat yang tepat 

untuk mengindari waktu pengumpulan data yang lebih lama. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1 KUESIONER 

 

 

 

 

 

 

Profil Responden 

1. Nama :  

2. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita 

3. Umur : ☐ 21-30 Tahun  ☐ 31-40 Tahun  

☐ 41-50 Tahun  ☐ >50 Tahun  

 

4. Pendidikan Terakir : ☐ D3          ☐ D4/S1          ☐ S2          ☐ S3  

 

Kategori Penilaian 

(STS) Sangat Tidak Setuju = 1 

(TS) Tidak Setuju = 2 

(N) Netral = 3 

(S) Setuju  = 4 

(SS) Sangat Setuju = 5 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS PENELITI 
 

Nama : Mikaila Khalisha Dadiarto 

Nim : 200820301008 

Program Studi : S2 Akuntansi 

Perguruan Tinggi : Universitas Jember 
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DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER 

 

 

 

A. Norma Subjektif (X1) 

No Pertanyaan 
1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(N) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

1. Teman mendorong saya 
menyelesaikan tugas sesuai standar 
operasional prosedur (SOP) yang 
berlaku 

     

2. Keluarga memberikan motivasi 

supaya bersikap jujur dan amanah saat 

menjalankan tugas 

     

3. Para pimpinan menjadi tauladan saya 

saat menunaikan kewajiban sebagai 

pemungut pajak 

     

 

B. Pengawasan (X2) 

No Pertanyaan 
1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(N) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

1. Terdapat pengawasan secara rutin 
oleh Inspektorat Daerah terkait 
pelaksanaan pemungutan PBBP2 

     

2. Inspektorat Daerah dan Bapenda 

memberikan pembinaan sebelum 

pelaksanaan pemungutan PBBP2 

     

3. Inspektorat Daerah dan Bapenda 

memberikan pembinaan setelah 

pelaksanaan pemungutan PBBP2 

     

4. Inspektorat Daerah dan Bapenda 

memberikan evaluasi terkait 

pelaksanaan PBBP2 

     

5. Realisasi PBBP2 tercapai sesuai target 

yang ditetapkan 

     

 

C. Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (X2) 

No Pertanyaan 
1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(N) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

1. Perencanaan target yang ditetapkan 
sudah sesuai dengan jumlah Wajib 
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Pajak PBBP2 

2. Pemerintah daerah mengeluarkan 

Peraturan terkait dengan petunjuk 

teknis pemungutan PBBP2 

     

3. Pelaksanaan pemungutan telah 

didukung oleh pemutakhiran data 

yang valid 

     

4. Pelaporan PBBP2 dilakukan tepat 

waktu, transparan dan akuntabel 

     

5. Pembayaran PBBP2 terutang 

dilakukan sebelum batas waktu yang 

ditentukan 

     

6. Pemeriksaan dilakukan dengan 

memvalidasi dan memverifikasi riil di 

lapangan terhadap bukti dan daftar 

tunggakan pajak 

     

7. Penagihan dilakukan sesuai dengan 

nominal yang terhutang didalam SPPT 

PBBP2 

     

8. Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan 

Pajak terbaru aktif dilakukan oleh 

petugas pemungut PBBP2 

     

9. Sistem informasi Bapenda mudah 

diakses oleh petugas pemungut 

PBBP2/Wajib Pajak 

     

10. Petugas pemungut PBBP2 

mendapatkan pelatihan yang memadai 

guna mendukung pelaksanaan tugas 

     

11. Petugas pemungut PBBP2 telah 

ditetapkan resmi melalui Surat 

Keputusan Kepala Desa/Lurah 

     

12. Portal pengaduan pelanggaran tersedia 

dan mudah diakses 

     

13. Publikasi penyetoran hasil pungutan 

PBBP2 telah dilakukan secara 

transparan 
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Lampiran 2 Rekapitulasi Kuisioner 

No 
Norma Subjektif Pengawasan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

1 2 3 X1 1 2 3 4 5 X2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y 

1 4 4 2 10 3 4 4 4 3 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

2 4 4 4 12 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

3 4 4 4 12 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 55 

4 2 2 4 8 2 2 3 4 4 15 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 

5 4 2 4 10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 53 

6 4 2 4 10 4 2 4 4 2 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 49 

7 3 3 4 10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 57 

8 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 54 

9 2 2 3 7 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49 

10 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 4 2 56 

11 4 2 4 10 4 4 4 4 4 20 5 4 4 5 5 2 4 5 5 5 3 4 5 56 

12 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 53 

13 4 4 4 12 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49 

14 4 4 4 12 2 4 4 4 4 18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 

15 4 4 4 12 5 5 5 5 5 25 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 57 

16 4 4 4 12 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 51 

17 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49 

18 4 3 3 10 4 3 2 2 3 14 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 56 

19 2 4 4 10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 

20 5 5 5 15 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 58 

21 5 5 5 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 53 

22 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 54 

23 4 4 4 12 5 4 4 4 4 21 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 60 

24 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 55 

25 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 54 

26 4 4 4 12 4 5 4 4 4 21 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 55 

27 4 4 4 12 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 53 

28 4 4 4 12 4 4 2 4 4 18 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 54 

29 3 4 4 11 4 4 5 5 5 23 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 55 

30 5 4 5 14 5 5 4 5 4 23 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 57 

31 4 4 4 12 4 4 4 5 5 22 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 56 

32 3 4 4 11 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 53 

33 4 3 4 11 3 3 4 4 4 18 3 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 5 5 49 

34 5 5 4 14 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 5 54 

35 3 3 3 9 2 2 3 3 4 14 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 5 5 4 41 

36 5 5 4 14 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 57 

37 5 5 4 14 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 54 
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No 
Norma Subjektif Pengawasan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

1 2 3 X1 1 2 3 4 5 X2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y 

38 5 5 4 14 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 5 5 52 

39 5 5 4 14 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 53 

40 5 5 2 12 4 4 4 4 5 21 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 49 

41 5 5 4 14 4 4 4 4 5 21 3 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 4 5 52 

42 4 5 2 11 4 4 3 5 4 20 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 55 

43 4 3 4 11 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 49 

44 5 3 5 13 4 4 5 5 5 23 3 5 4 5 5 3 4 4 5 3 3 4 4 52 

45 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 51 

46 5 4 2 11 4 4 3 4 5 20 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 51 

47 4 4 2 10 4 4 5 4 5 22 4 4 4 5 4 4 5 4 2 3 3 3 5 50 

48 4 4 4 12 3 3 4 4 4 18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 50 

49 5 4 5 14 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 55 

50 4 4 4 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 5 50 

51 5 4 4 13 2 4 2 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 52 

52 5 4 4 13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 53 

53 4 4 4 12 2 4 2 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49 

54 4 4 4 12 3 3 3 4 4 17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 

55 5 5 4 14 2 4 3 4 4 17 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 50 

56 5 4 4 13 4 4 2 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

57 5 5 5 15 2 2 5 4 4 17 5 4 2 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 55 

58 5 5 5 15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 62 

59 5 4 5 14 5 4 5 4 5 23 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 54 

60 4 4 4 12 4 2 2 5 4 17 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

61 3 3 3 9 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 42 

62 4 3 3 10 4 3 3 3 4 17 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 44 

63 4 4 4 12 4 2 2 4 4 16 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

64 4 4 4 12 4 4 4 5 4 21 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 51 

65 4 5 5 14 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

66 4 4 4 12 4 4 4 2 4 18 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 45 

67 3 4 3 10 4 4 4 3 4 19 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 2 42 

68 5 4 4 13 4 5 5 2 2 18 5 2 5 4 2 4 2 5 4 5 4 4 4 50 

69 5 4 5 14 4 4 4 3 3 18 4 3 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 51 

70 5 4 5 14 3 4 3 5 4 19 3 5 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 53 

71 4 5 4 13 5 4 4 2 2 17 4 2 4 4 2 5 2 4 4 4 4 4 4 47 

72 5 4 4 13 5 4 5 3 3 20 5 3 4 4 3 4 3 5 2 5 4 4 4 50 

73 3 4 5 12 5 4 5 2 2 18 4 2 4 5 2 4 2 4 5 4 4 4 4 48 

74 3 3 4 10 4 5 4 3 3 19 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 49 

75 3 5 5 13 5 4 4 3 3 19 4 3 4 5 3 5 3 4 5 4 4 4 4 52 

76 5 3 5 13 3 4 5 3 3 18 5 3 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 56 
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No 
Norma Subjektif Pengawasan Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

1 2 3 X1 1 2 3 4 5 X2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y 

77 4 3 3 10 3 3 4 4 3 17 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 47 

78 4 5 3 12 3 5 5 4 5 22 4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 55 

79 3 4 3 10 5 3 5 3 4 20 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 47 

80 3 3 4 10 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 44 

81 3 4 3 10 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 5 45 

82 3 5 3 11 3 5 3 3 5 19 3 3 5 3 3 5 5 3 3 4 4 5 5 51 

83 4 3 3 10 4 3 3 4 3 17 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 49 

84 4 4 3 11 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 53 
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 Lampiran 3 Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 84 7.00 15.00 11.9048 1.65463 

X2 84 14.00 25.00 19.2976 2.35817 

Y 84 41.00 65.00 51.8810 4.14032 

Valid N (listwise) 84     
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Lampiran 4 Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .426** .286** .797** 

Sig. (2-tailed)  .000 .008 .000 

N 84 84 84 84 

X1.2 Pearson Correlation .426** 1 .113 .722** 

Sig. (2-tailed) .000  .306 .000 

N 84 84 84 84 

X1.3 Pearson Correlation .286** .113 1 .637** 

Sig. (2-tailed) .008 .306  .000 

N 84 84 84 84 

X1 Pearson Correlation .797** .722** .637** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 84 84 84 84 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .375** .370** .003 .021 .577** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .979 .852 .000 

N 84 84 84 84 84 84 

X2.2 Pearson Correlation .375** 1 .379** .098 .262* .677** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .375 .016 .000 

N 84 84 84 84 84 84 

X2.3 Pearson Correlation .370** .379** 1 .048 .097 .631** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .663 .381 .000 

N 84 84 84 84 84 84 

X2.4 Pearson Correlation .003 .098 .048 1 .581** .559** 

Sig. (2-tailed) .979 .375 .663  .000 .000 

N 84 84 84 84 84 84 

X2.5 Pearson Correlation .021 .262* .097 .581** 1 .632** 

Sig. (2-tailed) .852 .016 .381 .000  .000 

N 84 84 84 84 84 84 

X2 Pearson Correlation .577** .677** .631** .559** .632** 1 
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 84 84 84 84 84 84 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y 

Y.1 Pearson 

Correlatio

n 

1 .166 .236* .283*

* 

.223* .185 .119 .675*

* 

.216* .456*

* 

.132 .065 -.066 .576*

* 

Sig. (2-

tailed) 

 
.132 .030 .009 .042 .092 .280 .000 .048 .000 .231 .554 .551 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.2 Pearson 

Correlatio

n 

.166 1 .137 .284*

* 

.939*

* 

.088 .628*

* 

.259* .168 -.024 .084 .006 .022 .611*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.132 
 

.213 .009 .000 .428 .000 .018 .127 .825 .449 .959 .842 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.3 Pearson 

Correlatio

n 

.236* .137 1 .307*

* 

.084 .257* .316*

* 

.381*

* 

.102 .168 -.030 -.071 .024 .456*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.030 .213 
 

.004 .449 .018 .003 .000 .358 .127 .788 .521 .829 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.4 Pearson 

Correlatio

n 

.283*

* 

.284*

* 

.307*

* 

1 .350*

* 

.050 .174 .450*

* 

.486*

* 

.117 .025 -.114 -.014 .519*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.009 .009 .004 
 

.001 .649 .114 .000 .000 .291 .820 .301 .903 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.5 Pearson 

Correlatio

n 

.223* .939*

* 

.084 .350*

* 

1 .046 .635*

* 

.264* .220* -.002 .036 .009 .006 .616*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.042 .000 .449 .001 
 

.679 .000 .015 .045 .987 .743 .932 .960 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
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Y.6 Pearson 

Correlatio

n 

.185 .088 .257* .050 .046 1 .230* .192 .044 .116 .062 .018 -.044 .386*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.092 .428 .018 .649 .679 
 

.036 .081 .691 .294 .576 .873 .692 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.7 Pearson 

Correlatio

n 

.119 .628*

* 

.316*

* 

.174 .635*

* 

.230* 1 .241* .100 .086 -.120 -.099 .018 .537*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.280 .000 .003 .114 .000 .036 
 

.027 .363 .434 .275 .370 .874 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.8 Pearson 

Correlatio

n 

.675*

* 

.259* .381*

* 

.450*

* 

.264* .192 .241* 1 .351*

* 

.540*

* 

.042 -.198 -.135 .618*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .018 .000 .000 .015 .081 .027 
 

.001 .000 .705 .072 .221 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.9 Pearson 

Correlatio

n 

.216* .168 .102 .486*

* 

.220* .044 .100 .351*

* 

1 .255* .151 .032 -.168 .465*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.048 .127 .358 .000 .045 .691 .363 .001 
 

.019 .170 .775 .126 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.1

0 

Pearson 

Correlatio

n 

.456*

* 

-.024 .168 .117 -.002 .116 .086 .540*

* 

.255* 1 .105 -.087 -

.292*

* 

.371*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .825 .127 .291 .987 .294 .434 .000 .019 
 

.343 .432 .007 .001 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.1

1 

Pearson 

Correlatio

n 

.132 .084 -.030 .025 .036 .062 -.120 .042 .151 .105 1 .480*

* 

.289*

* 

.403*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.231 .449 .788 .820 .743 .576 .275 .705 .170 .343 
 

.000 .008 .000 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
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Y.1

2 

Pearson 

Correlatio

n 

.065 .006 -.071 -.114 .009 .018 -.099 -.198 .032 -.087 .480*

* 

1 .665*

* 

.326*

* 

Sig. (2-

tailed) 

.554 .959 .521 .301 .932 .873 .370 .072 .775 .432 .000 
 

.000 .003 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y.1

3 

Pearson 

Correlatio

n 

-.066 .022 .024 -.014 .006 -.044 .018 -.135 -.168 -

.292*

* 

.289*

* 

.665*

* 

1 .254* 

Sig. (2-

tailed) 

.551 .842 .829 .903 .960 .692 .874 .221 .126 .007 .008 .000 
 

.020 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Y Pearson 

Correlatio

n 

.576*

* 

.611*

* 

.456*

* 

.519*

* 

.616*

* 

.386*

* 

.537*

* 

.618*

* 

.465*

* 

.371*

* 

.403*

* 

.326*

* 

.254* 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .003 .020 
 

N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

b. Uji Reliabiltas 

 

X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.785 4 

 

X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.741 6 

 

Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.711 14 
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Lampiran 5 Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .654a .428 .414 3.16900 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 609.364 2 304.682 30.339 .000b 

Residual 813.445 81 10.043   

Total 1422.810 83    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.704 3.252  8.212 .000 

X1 .795 .227 .318 3.495 .001 

X2 .815 .160 .464 5.105 .000 

a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 84 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.13058204 

Most Extreme Differences Absolute .073 

Positive .073 

Negative -.052 

Test Statistic .073 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 26.704 3.252  8.212 .000   

X1 .795 .227 .318 3.495 .001 .855 1.170 

X2 .815 .160 .464 5.105 .000 .855 1.170 

a. Dependent Variable: Y 

 

  



63 
 

 

c. Uji Heteroskesdastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.201 1.998  2.603 .011 

X1 -.157 .140 -.133 -1.122 .265 

X2 -.047 .098 -.056 -.476 .636 

a. Dependent Variable: RES2 
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Lampiran 7 Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.704 3.252  8.212 .000 

X1 .795 .227 .318 3.495 .001 

X2 .815 .160 .464 5.105 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

b. Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 609.364 2 304.682 30.339 .000b 

Residual 813.445 81 10.043   

Total 1422.810 83    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

c. Uji Koefisienan Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .654a .428 .414 3.16900 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 8 Rtabel 

N 
The Level of Significance 

N 
The Level of Significance 

5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 38 0.320 0.413 

4 0.950 0.990 39 0.316 0.408 

5 0.878 0.959 40 0.312 0.403 

6 0.811 0.917 41 0.308 0.398 

7 0.754 0.874 42 0.304 0.393 

8 0.707 0.834 43 0.301 0.389 

9 0.666 0.798 44 0.297 0.384 

10 0.632 0.765 45 0.294 0.380 

11 0.602 0.735 46 0.291 0.376 

12 0.576 0.708 47 0.288 0.372 

13 0.553 0.684 48 0.284 0.368 

14 0.532 0.661 49 0.281 0.364 

15 0.514 0.641 50 0.279 0.361 

16 0.497 0.623 55 0.266 0.345 

17 0.482 0.606 60 0.254 0.330 

18 0.468 0.590 65 0.244 0.317 

19 0.456 0.575 70 0.235 0.306 

20 0.444 0.561 75 0.227 0.296 

21 0.433 0.549 80 0.220 0.286 

22 0.432 0.537 84 0.213 0.278 

23 0.413 0.526 90 0.207 0.267 

24 0.404 0.515 95 0.202 0.263 

25 0.396 0.505 100 0.195 0.256 

26 0.388 0.496 125 0.176 0.230 

27 0.381 0.487 150 0.159 0.210 

28 0.374 0.478 175 0.148 0.194 

29 0.367 0.470 200 0.138 0.181 

30 0.361 0.463 300 0.113 0.148 

31 0.355 0.456 400 0.098 0.128 

32 0.349 0.449 500 0.088 0.115 

33 0.344 0.442 600 0.080 0.105 

34 0.339 0.436 700 0.074 0.097 

35 0.334 0.430 800 0.070 0.091 

36 0.329 0.424 900 0.065 0.086 

37 0.325 0.418 1000 0.062 0.081 
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Lampiran 9 Rekap Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 X1

1 4 4 2 10

2 4 4 4 12

3 4 4 4 12

4 2 2 4 8

5 4 2 4 10

6 4 2 4 10

7 3 3 4 10

8 4 4 4 12

9 2 2 3 7

10 4 4 4 12

11 4 2 4 10

12 4 4 4 12

13 4 4 4 12

14 4 4 4 12

15 4 4 4 12

16 4 4 4 12

17 4 4 4 12

18 4 3 3 10

19 2 4 4 10

20 5 5 5 15

21 5 5 5 15

22 4 4 4 12

23 4 4 4 12

24 4 4 4 12

25 4 4 4 12

26 4 4 4 12

27 4 4 4 12

28 4 4 4 12

29 3 4 4 11

30 5 4 5 14

31 4 4 4 12

32 3 4 4 11

33 4 3 4 11

34 5 5 4 14

35 3 3 3 9

36 5 5 4 14

37 5 5 4 14

38 5 5 4 14

39 5 5 4 14

40 5 5 2 12

41 5 5 4 14

No
Norma Subjektif

1 2 3 X1

42 4 5 2 11

43 4 3 4 11

44 5 3 5 13

45 4 4 4 12

46 5 4 2 11

47 4 4 2 10

48 4 4 4 12

49 5 4 5 14

50 4 4 4 12

51 5 4 4 13

52 5 4 4 13

53 4 4 4 12

54 4 4 4 12

55 5 5 4 14

56 5 4 4 13

57 5 5 5 15

58 5 5 5 15

59 5 4 5 14

60 4 4 4 12

61 3 3 3 9

62 4 3 3 10

63 4 4 4 12

64 4 4 4 12

65 4 5 5 14

66 4 4 4 12

67 3 4 3 10

68 5 4 4 13

69 5 4 5 14

70 5 4 5 14

71 4 5 4 13

72 5 4 4 13

73 3 4 5 12

74 3 3 4 10

75 3 5 5 13

76 5 3 5 13

77 4 3 3 10

78 4 5 3 12

79 3 4 3 10

80 3 3 4 10

81 3 4 3 10

82 3 5 3 11

83 4 3 3 10

84 4 4 3 11

No
Norma Subjektif
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1 2 3 4 5 X2

3 4 4 4 3 18

3 3 4 4 4 18

4 4 4 4 5 21

2 2 3 4 4 15

4 4 4 4 4 20

4 2 4 4 2 16

4 4 4 4 4 20

4 4 4 4 4 20

4 4 4 4 4 20

4 4 4 4 4 20

4 4 4 4 4 20

4 4 4 4 4 20

4 3 3 4 4 18

2 4 4 4 4 18

5 5 5 5 5 25

4 4 3 3 4 18

4 4 4 4 4 20

4 3 2 2 3 14

4 4 4 4 4 20

4 4 4 2 4 18

4 4 4 4 4 20

4 4 4 4 4 20

5 4 4 4 4 21

4 4 4 4 4 20

4 4 4 4 4 20

4 5 4 4 4 21

4 4 4 3 3 18

4 4 2 4 4 18

4 4 5 5 5 23

5 5 4 5 4 23

4 4 4 5 5 22

4 4 4 4 4 20

3 3 4 4 4 18

4 4 4 4 5 21

2 2 3 3 4 14

4 4 4 4 5 21

4 4 4 4 5 21

4 4 4 4 5 21

4 4 4 4 5 21

4 4 4 4 5 21

4 4 4 4 5 21

Pengawasan

1 2 3 4 5 X2

4 4 3 5 4 20

4 4 4 4 4 20

4 4 5 5 5 23

4 4 4 4 4 20

4 4 3 4 5 20

4 4 5 4 5 22

3 3 4 4 4 18

5 5 5 5 5 25

4 4 4 4 4 20

2 4 2 4 4 16

4 4 4 4 4 20

2 4 2 4 4 16

3 3 3 4 4 17

2 4 3 4 4 17

4 4 2 4 4 18

2 2 5 4 4 17

5 5 5 5 5 25

5 4 5 4 5 23

4 2 2 5 4 17

3 3 3 3 3 15

4 3 3 3 4 17

4 2 2 4 4 16

4 4 4 5 4 21

4 5 5 5 5 24

4 4 4 2 4 18

4 4 4 3 4 19

4 5 5 2 2 18

4 4 4 3 3 18

3 4 3 5 4 19

5 4 4 2 2 17

5 4 5 3 3 20

5 4 5 2 2 18

4 5 4 3 3 19

5 4 4 3 3 19

3 4 5 3 3 18

3 3 4 4 3 17

3 5 5 4 5 22

5 3 5 3 4 20

3 3 4 3 3 16

3 4 3 3 4 17

3 5 3 3 5 19

4 3 3 4 3 17

4 4 3 4 4 19

Pengawasan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 55

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 53

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 49

4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 57

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 54

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49

5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 4 2 56

5 4 4 5 5 2 4 5 5 5 3 4 5 56

4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 53

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51

5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 57

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 51

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 56

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51

4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 58

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 53

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 54

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 60

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 55

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 54

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 55

4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 53

4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 54

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 55

4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 57

4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 56

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 53

3 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 5 5 49

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 5 54

3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 5 5 4 41

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 57

5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 54

5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 5 5 52

5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 53

3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 49

3 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 4 5 52

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y

5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 55

3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 49

3 5 4 5 5 3 4 4 5 3 3 4 4 52

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 51

3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 51

4 4 4 5 4 4 5 4 2 3 3 3 5 50

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 50

4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 55

4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 5 50

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 52

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 53

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 50

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

5 4 2 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 55

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 62

4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 54

4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 52

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 42

3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 44

4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50

4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 51

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 45

4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 2 42

5 2 5 4 2 4 2 5 4 5 4 4 4 50

4 3 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 51

3 5 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 53

4 2 4 4 2 5 2 4 4 4 4 4 4 47

5 3 4 4 3 4 3 5 2 5 4 4 4 50

4 2 4 5 2 4 2 4 5 4 4 4 4 48

4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 49

4 3 4 5 3 5 3 4 5 4 4 4 4 52

5 3 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 56

4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 47

4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 55

3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 47

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 44

3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 5 45

3 3 5 3 3 5 5 3 3 4 4 5 5 51

4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 49

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 53

Kualitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan


